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KATA PENGANTAR 

 

Puji beriring syukur atas nikmat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, sehingga 

Panduan Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) jenjang Sekolah 

Menengah Pertama (SMP) ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. 

Manajemen Berbasis Sekolah merupakan salah satu pendekatan strategis 

dalam pengelolaan pendidikan yang memberikan otonomi kepada satuan 

pendidikan untuk mengelola sumber daya secara efektif, transparan, dan akuntabel, 

dengan tetap mengedepankan partisipasi seluruh pemangku kepentingan. Dalam 

konteks peningkatan mutu pendidikan, implementasi MBS menjadi sangat penting 

untuk mendorong sekolah agar lebih adaptif terhadap perubahan, responsif 

terhadap kebutuhan peserta didik, serta mampu meningkatkan kualitas layanan 

pendidikan secara berkelanjutan. 

Panduan ini disusun sebagai acuan bagi berbagai pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan, 

baik di tingkat pusat, daerah, maupun Satuan Pendidikan, termasuk Unit Pelaksana Teknis (UPT), Dinas 

Pendidikan, pengawas sekolah, kepala sekolah, guru, serta komite sekolah. Melalui panduan ini diharapkan 

seluruh pemangku kepentingan memiliki pemahaman yang sama serta arah yang jelas dalam 

mengimplementasikan prinsip-prinsip MBS secara efektif dan kontekstual. 

Materi yang disajikan dalam panduan ini mencakup landasan kebijakan, prinsip dan karakteristik MBS, 

strategi implementasi, peran pemangku kepentingan, hingga mekanisme monitoring, evaluasi, supervisi, dan 

advokasi. Seluruhnya dirancang untuk memperkuat tata kelola sekolah yang berorientasi pada pencapaian 

Standar Nasional Pendidikan dan peningkatan mutu hasil belajar peserta didik. Untuk itu kami sangat 

mengapresiasi tim penyusun panduan ini dan kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan 

panduan MBS ini. 

Kami menyadari bahwa panduan ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, masukan dan saran dari 

berbagai pihak sangat kami harapkan untuk penyempurnaan di masa yang akan datang. Akhirnya, kami berharap 

panduan ini dapat memberikan manfaat dan menjadi rujukan dalam upaya mewujudkan pengelolaan pendidikan 

yang lebih baik, profesional, dan berkelanjutan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) merupakan pendekatan pengelolaan pendidikan yang menempatkan 

sekolah sebagai pusat pengambilan keputusan dalam rangka meningkatkan mutu, kemandirian, dan akuntabilitas 

penyelenggaraan pendidikan. Dalam konteks tersebut, implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) 

menjadi sangat strategis untuk menjawab berbagai tantangan pendidikan yang terus berkembang. Adapun latar 

belakang penyusunan pedoman ini dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Tuntutan peningkatan mutu pendidikan di era transformasi digital 

Perkembangan era revolusi industri 4.0 dan society 5.0 menuntut sistem pendidikan untuk menghasilkan 

sumber daya manusia yang memiliki kompetensi abad ke-21, seperti berpikir kritis, kreativitas, komunikasi, 

kolaborasi, serta literasi digital. Pendidikan tidak lagi hanya berfokus pada transfer pengetahuan, tetapi juga 

pada pembentukan kemampuan adaptif dan inovatif peserta didik dalam menghadapi perubahan global.  

2. Urgensi penguasaan koding dan kecerdasan artifisial dalam pendidikan 

Koding (coding) dan kecerdasan artifisial (artificial intelligence/AI) telah menjadi bagian penting dalam 

kehidupan modern. Oleh karena itu, satuan pendidikan perlu mengintegrasikan kedua kompetensi tersebut 

dalam proses pembelajaran sebagai bentuk literasi baru. Penguasaan koding dan AI tidak hanya berkaitan 

dengan teknologi, tetapi juga melatih kemampuan berpikir komputasional, pemecahan masalah, alur pikir 

logis, serta inovasi peserta didik.  

3. Pentingnya penerapan pembelajaran mendalam (deep learning) 

Pembelajaran mendalam merupakan pendekatan yang menekankan pada pemahaman konseptual yang 

kuat, kemampuan mengaitkan pengetahuan dengan konteks nyata, serta keterampilan menerapkan 

pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan ini menjadi solusi atas praktik pembelajaran yang 

masih cenderung berorientasi pada hafalan (surface learning), sehingga perlu diintegrasikan dalam 

pengelolaan pembelajaran di sekolah.  

4. Telah tersedia data rapor berbasis satuan pendidikan  

Dalam rangka perencanaan sekolah berbasis data, sesuai dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 

tentang Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) dimana dalam peraturan tersebut Pendidikan 

merupakan salah satu Layanan Dasar dan merupakan layanan dasar utama. Permendagri Nomor 5 Tahun 

2024 tentang Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri, yang mewajibkan penggunaan data akurat, terpadu, 

dan terstandar untuk perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi pembangunan, peraturan ini berokus pada 

Satu Data Daerah sebagai acuan kebijakan Perencanaan Data dilakukan melalui penentuan daftar data, 

daftar data prioritas, dan rencana aksi Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri.  Permendikbudristek Nomor 

9 Tahun 2022 tentang Evaluasi Sistem Pendidikan, peraturan ini mewajibkan penggunaan data Rapor 

Pendidikan untuk identifikasi, refleksi, dan benahi (IRB) guna perbaikan mutu pendidikan secara 

berkelanjutan. Dengan demikian data pendidikan yang akurat yang telah disediadakan oleh Pemerintah 

Pusat dalam hal ini Kemdikdasmen adalah Rapot Pendidikan, masing-masing satuan Pendidikan dan Dinas 

Pendidikan Kabupaten/Kota telah memiliki Rapor Pendidikan yang menggambarkan kondisi nyata satuan 

Pendidikan pada tahun-tahun tertentu.  Atas dasar data riil masing-masing Satuan Pendidikan dan Dinas 

Pendidikan Kabupaten/Kota membuat perencanaannya berbasis data tersebut. Perencanaan Berbasis Data 

(PBD) di satuan pendidikan dan Dinas Pendidikan Kab/Kota adalah proses sistematis menggunakan data 

Rapor Pendidikan untuk mengidentifikasi masalah, melakukan refleksi akar masalah, dan merumuskan 

program perbaikan. Tujuannya adalah meningkatkan kualitas pembelajaran secara efisien, akuntabel, dan 

sesuai kebutuhan nyata melalui tahapan Identifikasi, Refleksi, dan Benahi (IRB) yang terintegrasi ke dalam 
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ARKAS. Dengan demikian masing-masing Satuan Pendidikan Dan Dinas Pendidikan Kab/Kota dapat 

menyelenggarakan MBS mulai dari Perencanaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi  sesuai dengan kondisi nyata 

berbasis data riil tersebut. 

5. Kebutuhan penguatan otonomi sekolah melalui MBS 

Kebijakan desentralisasi pendidikan menempatkan sekolah sebagai ujung tombak penyelenggaraan 

pendidikan. Oleh karena itu, sekolah dituntut untuk lebih mandiri dalam mengelola sumber daya, menyusun 

program, serta mengambil keputusan strategis. MBS menjadi instrumen utama dalam mewujudkan otonomi 

tersebut, sehingga sekolah dapat lebih responsif terhadap kebutuhan peserta didik, karakteristik lingkungan, 

dan perkembangan zaman.  

6. Perlunya penguatan partisipasi masyarakat dalam tata kelola sekolah 

Implementasi MBS menuntut adanya keterlibatan aktif masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan 

evaluasi pendidikan. Namun, dalam praktiknya, partisipasi masyarakat masih belum optimal. Padahal, 

kolaborasi antara sekolah, orang tua, dan masyarakat sangat penting dalam mendukung implementasi 

program-program inovatif, termasuk dalam penguatan pembelajaran berbasis teknologi.  

7. Belum optimalnya implementasi MBS di satuan pendidikan 

Meskipun secara kebijakan MBS telah diterapkan, dalam praktiknya masih terdapat berbagai kendala, seperti 

perbedaan kapasitas kepemimpinan kepala sekolah, kompetensi guru yang belum merata, keterbatasan 

sarana prasarana, serta lemahnya sistem akuntabilitas dan pengawasan. Hal ini menyebabkan implementasi 

MBS belum sepenuhnya berdampak pada peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan.  

8. Belum tersedianya pedoman operasional yang komprehensif 

Banyak satuan pendidikan belum memiliki acuan yang sistematis dan aplikatif dalam mengimplementasikan 

MBS, terutama dalam mengintegrasikan kebijakan pembelajaran inovatif seperti pembelajaran mendalam, 

koding, dan kecerdasan artifisial. Akibatnya, pelaksanaan MBS cenderung parsial, tidak terarah, dan belum 

terintegrasi dalam seluruh aspek pengelolaan sekolah.  

9. Kebutuhan penyusunan buku pedoman implementasi MBS 

Berdasarkan berbagai permasalahan tersebut, diperlukan suatu pedoman yang dapat menjadi acuan dalam 

mengimplementasikan MBS secara efektif, sistematis, dan berkelanjutan. Buku pedoman ini diharapkan 

dapat menjadi rujukan bagi sekolah dalam mengintegrasikan aspek tata kelola dengan pengembangan 

pembelajaran mendalam, koding, dan kecerdasan artifisial, sehingga mampu meningkatkan mutu pendidikan 

serta menghasilkan lulusan yang adaptif, inovatif, dan berdaya saing global.  

Berdasarkan uraian tersebut, implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) merupakan strategi penting 

dalam meningkatkan mutu pendidikan yang adaptif terhadap tuntutan era digital. Integrasi pembelajaran 

mendalam, koding, dan kecerdasan artifisial menuntut tata kelola sekolah yang inovatif dan berorientasi pada 

pengembangan kompetensi abad ke-21. 

Namun demikian, masih terdapat kesenjangan antara konsep dan praktik MBS di lapangan, sehingga 

diperlukan pedoman yang jelas, sistematis, dan operasional. Oleh karena itu, penyusunan buku pedoman 

implementasi MBS ini menjadi langkah strategis untuk memastikan pelaksanaan MBS yang terarah, terintegrasi, 

dan berdampak pada peningkatan mutu pendidikan. 

B. Landasan Hukum 

Penyusunan Panduan Penyelenggaraan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) berlandaskan pada peraturan 

perundang-undangan antara lain sebagai berikut (selengkapnya ada di lampiran): 

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. (Dasar otonomi pendidikan 

dan pengelolaan satuan pendidikan). 
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2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010. (Pengaturan tata kelola 

dan kewenangan sekolah). 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 

Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan. (Acuan standar mutu pendidikan). 

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah. 

(Penguatan partisipasi masyarakat dalam MBS). 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Standar Pelayanan 

Minimum (SPM). 

6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2022 tentang 

Evaluasi Sistem Pendidikan.  

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2024 tentang Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri. 

8. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 26 Tahun 2025 tentang Standar Pengelolaan 

Pendidikan. (Acuan utama implementasi MBS di satuan pendidikan). 

 

C. Tujuan Penyusunan Panduan 

Penyusunan panduan ini bertujuan untuk memberikan landasan konseptual dan operasional dalam 

penyelenggaraan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) pada jenjang SMP, yang dijabarkan sebagai berikut: 

1. Memberikan arah pelaksanaan otonomi pendidikan pada unit pelaksana teknis pendidikan di tingkat 

kabupaten/kota agar berlangsung secara efektif, akuntabel, dan selaras dengan kebijakan nasional.  

2. Menguatkan implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) sebagai pendekatan strategis dalam 

peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan.  

3. Menyediakan pedoman operasional yang sistematis dan terintegrasi bagi satuan pendidikan dalam 

merencanakan, melaksanakan, serta mengevaluasi penerapan MBS.  

4. Mengarahkan integrasi pembelajaran inovatif, termasuk pembelajaran mendalam (deep learning), koding, 

dan kecerdasan artifisial, dalam tata kelola dan proses pembelajaran di sekolah. 

 

D. Sasaran Pengguna Panduan 

1. Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan (BBPMP/BPMP) 

sebagai acuan dalam pembinaan dan fasilitasi implementasi MBS di daerah.  

2. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota 

sebagai pedoman dalam perumusan kebijakan teknis, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan MBS.  

3. Pengawas Sekolah 

sebagai rujukan dalam melakukan supervisi akademik dan manajerial terkait implementasi MBS.  

4. Kepala Sekolah 

sebagai acuan utama dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pengelolaan sekolah 

berbasis MBS.  

5. Guru dan Tenaga Kependidikan 

Sebagai pedoman dalam mendukung pelaksanaan MBS, khususnya dalam proses pembelajaran dan 

pengelolaan layanan pendidikan.  

6. Komite Sekolah 

Sebagai acuan dalam melaksanakan peran partisipatif masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan 

evaluasi program sekolah. 
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BAB II 

KONSEP DASAR MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH 

 

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) merupakan salah satu pendekatan dalam pengelolaan pendidikan yang 

berkembang sebagai respons terhadap tuntutan peningkatan mutu, relevansi, dan efisiensi penyelenggaraan 

pendidikan. Perubahan paradigma dari sistem yang bersifat sentralistik menuju desentralistik mendorong lahirnya 

model pengelolaan yang memberikan peran lebih besar kepada sekolah sebagai unit utama dalam pengambilan 

keputusan. Dalam konteks ini, sekolah tidak lagi diposisikan sekadar sebagai pelaksana kebijakan, melainkan 

sebagai organisasi yang memiliki kewenangan, tanggung jawab, dan kapasitas untuk mengelola sumber daya 

secara mandiri. 

Secara konseptual, MBS menekankan pada pemberian otonomi kepada sekolah yang diimbangi dengan 

akuntabilitas publik, partisipasi pemangku kepentingan, serta orientasi pada peningkatan mutu pendidikan. 

Pendekatan ini juga mencerminkan praktik global dalam school-based management, di mana sekolah didorong 

untuk menjadi lebih adaptif, inovatif, dan responsif terhadap kebutuhan peserta didik serta dinamika lingkungan. 

Dengan demikian, MBS tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif, tetapi juga mencakup dimensi 

kepemimpinan, budaya organisasi, serta kualitas proses pembelajaran. 

Berdasarkan uraian tersebut, pembahasan mengenai konsep dasar Manajemen Berbasis Sekolah perlu 

ditinjau dari berbagai aspek, meliputi pengertian, tujuan, prinsip, serta landasan yang mendasarinya, sehingga 

memberikan pemahaman yang utuh mengenai peran MBS dalam meningkatkan mutu pendidikan. 

 

A. Pengertian MBS 
Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) merupakan pendekatan strategis dalam pengelolaan pendidikan yang 

menempatkan sekolah sebagai pusat pengambilan keputusan dengan memberikan kewenangan yang lebih luas 

dalam mengelola sumber daya pendidikan. Pendekatan ini berkembang seiring dengan kebijakan desentralisasi 

pendidikan yang bertujuan meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan mutu pendidikan melalui pengambilan 

keputusan yang lebih dekat dengan kebutuhan nyata sekolah dan masyarakat. Dalam konteks ini, sekolah tidak 

hanya berperan sebagai pelaksana kebijakan pemerintah pusat, tetapi juga sebagai entitas yang memiliki otonomi 

dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program pendidikan secara mandiri.  

Secara konseptual, MBS dikenal secara global sebagai school-based management, yang menempatkan 

sekolah sebagai pusat pengelolaan pendidikan dengan keseimbangan antara desentralisasi kewenangan dan 

akuntabilitas publik. Sejalan dengan itu, Brian J. Caldwell memandang MBS sebagai upaya meningkatkan kinerja 

sekolah melalui pemberian kewenangan yang lebih besar kepada sekolah dalam pengambilan keputusan yang 

berorientasi pada hasil belajar. Sementara itu, Kenneth Leithwood menekankan bahwa keberhasilan MBS sangat 

ditentukan oleh kepemimpinan transformasional kepala sekolah, pengambilan keputusan kolaboratif, serta 

pengembangan profesional berkelanjutan. 

Lebih lanjut, perspektif OECD menegaskan bahwa MBS menuntut keseimbangan antara otonomi dan 

akuntabilitas melalui pengambilan keputusan berbasis data dan evaluasi berkelanjutan. World Bank melihat MBS 

sebagai pendekatan yang kontekstual dan partisipatif, dengan menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat, 

transparansi, dan fokus pada peningkatan hasil belajar. Sementara itu, UNESCO memandang MBS sebagai 

bagian dari transformasi pendidikan yang tidak hanya berorientasi pada capaian akademik, tetapi juga pada 

penguatan karakter, inklusi, dan kesiapan menghadapi perubahan global.  

Dalam perspektif nasional, MBS berkembang melalui kebijakan desentralisasi pendidikan yang memberikan 

otonomi lebih luas kepada satuan pendidikan. Sekolah dituntut mampu mengelola kurikulum, sumber daya 

manusia, dan pembiayaan secara mandiri, serta melibatkan masyarakat melalui komite sekolah dalam rangka 

meningkatkan akuntabilitas publik. Kebijakan terkini juga menekankan pentingnya perencanaan berbasis data, 

kepemimpinan pembelajaran oleh kepala sekolah, serta pembelajaran yang berpusat pada peserta didik.  



 

5 

Dengan demikian, MBS dapat disimpulkan sebagai model pengelolaan pendidikan yang memberikan 

otonomi luas kepada sekolah dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program pendidikan 

secara kontekstual, dengan dukungan partisipasi aktif warga sekolah dan masyarakat serta berorientasi pada 

peningkatan mutu pembelajaran. Namun demikian, implementasi MBS di lapangan masih menghadapi berbagai 

tantangan, seperti keterbatasan kapasitas manajerial, belum optimalnya pemanfaatan data, serta variasi 

pemahaman antar satuan pendidikan. 

Oleh karena itu, diperlukan suatu pedoman yang sistematis dan operasional sebagai acuan bagi satuan 

pendidikan dalam mengimplementasikan MBS secara efektif, adaptif, dan berkelanjutan. Pedoman ini diharapkan 

mampu memberikan arah yang jelas dalam pengelolaan sekolah berbasis otonomi sekaligus memastikan 

tercapainya mutu pendidikan yang lebih baik. 

 

B. Sejarah dan Perkembangan Manajemen Berbasis Sekolah 

MBS merupakan paradigma pengelolaan pendidikan yang lahir sebagai respons terhadap keterbatasan 

sistem pendidikan yang terlalu tersentralisasi. Dalam sistem yang birokratis, sebagian besar keputusan ditentukan 

oleh pemerintah pusat sehingga sekolah memiliki ruang yang terbatas untuk menyesuaikan kebijakan dengan 

kebutuhan lokal. Kondisi tersebut mendorong lahirnya pendekatan desentralisasi pendidikan yang memberikan 

otonomi lebih luas kepada sekolah dalam mengelola sumber daya, proses pembelajaran, serta pengambilan 

keputusan strategis. 

MBS sebagai model pengelolaan pendidikan yang menempatkan sekolah sebagai pusat pengambilan 

keputusan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, seperti kepala sekolah, guru, orang tua, dan 

masyarakat berkembang sejak akhir abad ke-20 di negara-negara maju sebagai bagian dari reformasi pendidikan 

untuk meningkatkan kualitas, relevansi, dan akuntabilitas sistem pendidikan. 

Perkembangan terbaru menunjukkan bahwa efektivitas MBS sangat dipengaruhi oleh kualitas kepemimpinan 

sekolah dan kapasitas kelembagaan. Penelitian mutakhir menegaskan bahwa keberhasilan implementasi MBS 

bergantung pada kemampuan kepala sekolah dalam membangun budaya kolaboratif, memberdayakan guru, serta 

mengintegrasikan data dalam pengambilan keputusan strategis. Selain itu, studi terbaru juga menunjukkan bahwa 

MBS yang didukung oleh transformasi digital mampu meningkatkan transparansi, efisiensi manajemen, serta 

keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sekolah. 

Dalam konteks Indonesia, MBS mulai berkembang sejak era reformasi sebagai bagian dari kebijakan 

otonomi daerah yang mendorong perubahan dari sistem sentralistik menuju desentralistik, dan secara tegas 

dicantumkan pada pasal 51 Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 

Implementasi MBS bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian sekolah, partisipasi 

masyarakat, serta penguatan akuntabilitas publik. Dalam praktiknya, pendekatan ini melibatkan berbagai 

pemangku kepentingan pendidikan secara kolaboratif untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan.  

Berbagai upaya telah dilakukan oleh Kemendikdasmen (Depdikbud, Kemdikbud, Kemdiknas, Kemristekdikti, 

atau perubahan nama lainnya) untuk menghidupkan dan memelihara roh MBS ini melalui berbagai upaya 

kerjasama dengan lembaga donor asing, maupun dengan adaptasi inovasi-inovasi tersebut dengan menggunakan 

dana APBN. Program-program yang melibatkan donor luar negeri untuk mengimplementasikan MBS tersebut 

diantaranya: Decentralized Basic Education Project (DBEP), Australia Indonesia Basic Education Program 

(AIBEP) dan Australia Indonesia Development Cooperation Program (AIDCP), Basic Education Capacity-Trust 

Fund (BEC-TF), Regional Education Development and Improvement Program (REDIP). Di samping itu ada 

beberapa program terkait dengan penyelenggaraan Pendidikan yang dilaksanakan dengan menggunakan dana 

dari APBN seperti Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI), Sekolah Standar Nasional (SSN), dan Regional 

Education Development and Improvement Program-Government (REDIP-G). Kegiatan yang diintrodusir dan 

ditekankan oleh program-program di atas adalah prinsip-prinsip dari manajemen berbasis sekolah seperti 

kemandirian, partisipasi masyarakat, transparansi dan akuntabilitas. 
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Meskipun implementasi MBS di Indonesia mengalami pasang surut, saat ini Manajemen Berbasis Sekolah 

telah menjadi salah satu pendekatan utama dalam pengelolaan pendidikan di Indonesia. Penerapan MBS terus 

dikembangkan melalui berbagai kebijakan pendidikan yang bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan nasional. 

Meskipun implementasi MBS di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, dapat disimpulkan bahwa 

Manajemen Berbasis Sekolah merupakan model pengelolaan pendidikan yang menempatkan sekolah sebagai 

pusat pengambilan keputusan dengan memberikan otonomi yang luas, sekaligus menuntut akuntabilitas yang 

tinggi. Lebih dari sekadar desentralisasi, MBS merupakan strategi transformasi pendidikan yang menekankan 

pada kolaborasi, pemberdayaan, dan inovasi berkelanjutan guna mewujudkan sekolah yang mandiri, adaptif, dan 

berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan. 

 

C. Landasan Implementasi MBS 

Manajemen Berbasis Sekolah merupakan pendekatan pengelolaan pendidikan yang didasarkan pada prinsip 

desentralisasi, partisipasi, dan peningkatan mutu. Secara filosofis, MBS berakar pada nilai-nilai humanisme, 

demokrasi, dan konstruktivisme. Secara yuridis, MBS memiliki dasar hukum yang kuat dalam sistem pendidikan 

nasional Indonesia. Secara teoritis, MBS didukung oleh berbagai teori manajemen dan pendidikan modern yang 

menekankan efisiensi, partisipasi, dan kualitas. Dengan demikian, MBS menjadi strategi yang relevan dalam 

meningkatkan mutu pendidikan di era otonomi daerah dan globalisasi, serta mampu menjawab tantangan 

pendidikan yang semakin kompleks. 

Secara konseptual, MBS menggeser paradigma pengelolaan pendidikan dari yang bersifat sentralistik 

menuju desentralistik, di mana sekolah memiliki peran strategis dalam merancang, melaksanakan, dan 

mengevaluasi program pendidikan secara mandiri. Pergeseran ini sejalan dengan tuntutan global yang 

menghendaki sistem pendidikan yang adaptif, inovatif, dan responsif terhadap perubahan sosial serta kebutuhan 

peserta didik. 

1. Landasan Filosofis 

Secara filosofis, Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) berakar pada nilai-nilai humanisme, 

konstruktivisme, demokrasi pendidikan, dan desentralisasi. Humanisme menempatkan peserta didik sebagai 

pusat proses pendidikan yang harus dikembangkan secara optimal sesuai dengan potensi dan keunikannya. 

Dalam kerangka ini, sekolah memiliki ruang untuk merancang program pembelajaran yang berorientasi pada 

pengembangan manusia secara utuh, baik aspek kognitif, afektif, maupun psikomotorik. 

Konstruktivisme memperkuat pendekatan tersebut dengan menekankan bahwa pengetahuan dibangun 

melalui pengalaman dan interaksi. Oleh karena itu, otonomi sekolah dalam MBS memungkinkan 

pengembangan pembelajaran yang kontekstual, relevan, dan bermakna bagi peserta didik. 

Selanjutnya, prinsip demokrasi pendidikan menegaskan pentingnya partisipasi seluruh pemangku 

kepentingan dalam proses pengambilan keputusan secara transparan, inklusif, dan kolaboratif. Hal ini 

mencerminkan bahwa pengelolaan pendidikan bukan hanya menjadi tanggung jawab sekolah, tetapi juga 

melibatkan masyarakat secara aktif. 

Adapun filosofi desentralisasi menjadi fondasi utama MBS dengan menempatkan pengambilan 

keputusan pada tingkat yang paling dekat dengan proses pendidikan. Pendekatan ini diyakini mampu 

meningkatkan efisiensi, relevansi, dan kualitas layanan pendidikan, karena kebijakan yang dihasilkan lebih 

sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik lokal. 

2. Landasan Yuridis 

Secara yuridis, implementasi MBS di Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat dan sistematis. 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 51 ayat (1) dan Peraturan 

Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan pasal 49 

menegaskan bahwa pengelolaan satuan pendidikan dilaksanakan dengan menerapkan manajemen berbasis 

sekolah/madrasah berdasarkan pada prinsip nirlaba, akuntabiitas, penjaminan mutu, transparansi, dan akses 

berkeadilan. Regulasi di atas dipertegas dengan Permendikdasmen Nomor 26 Tahun 2025 tentang Standar 
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Pengelolaan pada PAUD Dasmen, pasal 24 ayat (2) bahwa penerapan MBS ditunjukkan dengan 

kemandirian, kemitraan, partisipasi masyarakat, keterbukaan, dan akuntabilitas.  

Selain itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memperkuat 

pelaksanaan desentralisasi pendidikan dengan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam 

pengelolaan sektor pendidikan. Hal ini semakin menegaskan bahwa MBS merupakan bagian integral dari 

kebijakan otonomi daerah yang harus dilaksanakan. 

3. Landasan Teoritis 

Landasan teoritis MBS didukung oleh berbagai teori manajemen dan pendidikan modern yang 

menekankan efisiensi, partisipasi, dan peningkatan mutu. Teori desentralisasi menjelaskan bahwa distribusi 

kewenangan ke tingkat lokal dapat meningkatkan responsivitas, fleksibilitas, dan efektivitas organisasi dalam 

mencapai tujuan. 

Teori manajemen partisipatif menekankan pentingnya keterlibatan seluruh anggota organisasi dalam 

pengambilan keputusan. Dalam konteks MBS, partisipasi guru, tenaga kependidikan, orang tua, dan 

masyarakat tidak hanya meningkatkan rasa memiliki (sense of ownership), tetapi juga memperkuat 

akuntabilitas kolektif terhadap keberhasilan pendidikan. 

Selanjutnya, teori efektivitas sekolah menegaskan bahwa kualitas pendidikan sangat dipengaruhi oleh 

faktor internal sekolah, seperti kepemimpinan, budaya organisasi, dan iklim belajar. MBS memberikan ruang 

bagi sekolah untuk mengembangkan faktor-faktor tersebut secara optimal. Dalam hal ini, kepemimpinan 

kepala sekolah berperan sebagai penggerak utama dalam meningkatkan mutu pembelajaran. 

Di sisi lain, prinsip Total Quality Management (TQM) memperkuat implementasi MBS melalui konsep 

perbaikan berkelanjutan (continuous improvement) dan orientasi pada kepuasan pemangku kepentingan. 

Pendekatan ini selaras dengan tuntutan pendidikan modern yang menekankan kualitas, inovasi, dan 

keberlanjutan. Selain itu, perkembangan teknologi informasi turut memperkuat efektivitas MBS, terutama 

dalam mendukung transparansi, pengambilan keputusan berbasis data, serta peningkatan partisipasi 

masyarakat. 

4. Integrasi Landasan dan Implikasinya 

Landasan filosofis, yuridis, dan teoritis dalam MBS saling berkaitan dan membentuk kerangka yang 

utuh dalam pengelolaan pendidikan. Landasan filosofis memberikan arah dan nilai dasar, landasan yuridis 

memberikan legitimasi dan kepastian hukum, sedangkan landasan teoritis memberikan dasar ilmiah bagi 

praktik pengelolaan sekolah. 

Integrasi ketiga landasan tersebut menghasilkan implikasi penting dalam penyelenggaraan pendidikan, 

yaitu meningkatnya otonomi sekolah, partisipasi masyarakat, akuntabilitas publik, serta kualitas layanan 

pendidikan. Dalam konteks ini, sekolah tidak hanya dituntut untuk mandiri dalam pengelolaan, tetapi juga 

mampu mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan, berbasis data, dan berkelanjutan dalam 

rangka peningkatan mutu pendidikan. 

 

D. Prinsip, Indikator, Keterkaitan Antar Prinsip  

1. Otonomi Sekolah (School Autonomy) 

Otonomi sekolah diwujudkan melalui kemampuan sekolah dalam merencanakan, melaksanakan, dan 

mengevaluasi program secara mandiri berbasis kebutuhan. Indikator operasional: 

a. Menyusun perencanaan berbasis data (rapor pendidikan, evaluasi diri sekolah).  

b. Mengembangkan kurikulum operasional satuan pendidikan (KOSP) sesuai konteks lokal.  

c. Mengelola anggaran sekolah secara mandiri dan fleksibel sesuai prioritas.  

d. Menentukan program prioritas sekolah berdasarkan kebutuhan riil.  

e. Melaksanakan evaluasi program secara berkala dan berkelanjutan. 
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2. Partisipasi dan Kolaborasi (Stakeholder Participation) 

Partisipasi ditunjukkan melalui keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan dalam pengelolaan 

sekolah. Indikator operasional: 

a. Melibatkan guru, tenaga kependidikan, komite sekolah, dan orang tua dalam perencanaan program.  

b. Menyelenggarakan forum musyawarah sekolah secara rutin.  

c. Membangun kemitraan dengan masyarakat, dunia usaha, dan lembaga lain.  

d. Mengembangkan komunikasi dua arah antara sekolah dan orang tua.  

e. Mendorong keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sekolah.  

3. Transparansi dan Akuntabilitas (Transparency and Accountability) 

Transparansi dan akuntabilitas tercermin dalam keterbukaan informasi serta pertanggungjawaban 

kinerja sekolah kepada publik. Indikator operasional: 

a. Menyampaikan laporan program dan keuangan secara terbuka kepada pemangku kepentingan.  

b. Menggunakan sistem informasi sekolah untuk publikasi kegiatan dan capaian.  

c. Menyusun laporan kinerja berbasis data secara periodik.  

d. Melaksanakan audit internal dan evaluasi program.  

e. Menindaklanjuti hasil evaluasi dan masukan dari masyarakat.  

4. Kepemimpinan Profesional (Instructional Leadership) 

Kepemimpinan kepala sekolah berfokus pada peningkatan mutu pembelajaran dan pengembangan 

profesional guru. Indikator operasional: 

a. Melaksanakan supervisi akademik secara terencana dan berkelanjutan.  

b. Mendorong pengembangan kompetensi guru melalui pelatihan dan komunitas belajar.  

c. Menjadi teladan dalam budaya kerja dan pembelajaran.  

d. Mengembangkan visi, misi, dan budaya sekolah yang berorientasi mutu.  

e. Mengambil keputusan berbasis data dan kebutuhan pembelajaran.  

5. Keadilan dan Inklusi (Equity and Inclusion) 

Sekolah memberikan layanan pendidikan yang adil, merata, dan menghargai keberagaman peserta 

didik. Indikator operasional: 

a. Menyediakan layanan pembelajaran yang ramah bagi semua peserta didik, termasuk berkebutuhan 

khusus.  

b. Menghindari diskriminasi dalam layanan pendidikan.  

c. Memberikan dukungan bagi peserta didik yang mengalami kesulitan belajar.  

d. Mengembangkan program penguatan karakter dan nilai inklusif.  

e. Menjamin akses pendidikan bagi seluruh peserta didik.  

6. Orientasi pada Mutu (Quality-Oriented) 

Sekolah berkomitmen pada peningkatan mutu secara berkelanjutan dalam seluruh aspek pengelolaan. 

Indikator operasional: 

a. Menetapkan indikator kinerja utama (IKU) sekolah.  

b. Menggunakan data hasil belajar untuk perbaikan pembelajaran.  

c. Melaksanakan siklus perbaikan berkelanjutan (continuous improvement).  

d. Mengembangkan inovasi pembelajaran dan program sekolah.  

e. Memantau dan mengevaluasi capaian mutu secara berkala.  

 

Prinsip-prinsip dalam Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) saling terkait dan membentuk satu kesatuan 

yang utuh dalam pengelolaan pendidikan. Otonomi sekolah sebagai prinsip utama harus diimbangi dengan 

transparansi dan akuntabilitas agar kewenangan yang dimiliki dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka 

kepada publik. 

Partisipasi dan kolaborasi memperkuat implementasi otonomi melalui keterlibatan aktif pemangku 

kepentingan, yang pada gilirannya meningkatkan kualitas keputusan dan rasa memiliki terhadap program 
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sekolah. Keterlibatan tersebut hanya dapat berjalan optimal apabila didukung oleh kepemimpinan profesional 

yang mampu mengintegrasikan seluruh prinsip dalam praktik pengelolaan sekolah. 

Sementara itu, prinsip keadilan dan inklusi memastikan bahwa setiap kebijakan dan layanan pendidikan 

memberikan akses yang merata bagi seluruh peserta didik. Keseluruhan prinsip tersebut bermuara pada 

orientasi mutu, sehingga membentuk tata kelola sekolah yang terpadu, partisipatif, akuntabel, dan 

berkelanjutan. 

Seluruh indikator operasional tersebut harus dilaksanakan secara terpadu. Kepala sekolah berperan 

sebagai penggerak utama yang memastikan bahwa setiap prinsip MBS tidak berjalan secara parsial, 

melainkan saling mendukung dalam membangun tata kelola sekolah yang efektif, partisipatif, transparan, 

dan berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan. 

 

E. Manfaat Manajemen Berbasis Sekolah 

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) merupakan pendekatan pengelolaan pendidikan yang memberikan 

otonomi kepada sekolah dalam mengelola sumber daya secara mandiri dengan melibatkan partisipasi masyarakat. 

Penerapannya bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui pengelolaan yang lebih efektif, partisipatif, 

dan akuntabel.  

1. Meningkatkan kemandirian dan fleksibilitas sekolah.  

2. Memperkuat tata kelola sekolah yang transparan dan akuntabel. 

3. Meningkatkan partisipasi dan kemitraan dengan masyarakat. 

4. Meningkatkan efektivitas dan mutu pembelajaran.  

5. Memperkuat profesionalisme dan kepemimpinan sekolah.  

6. Meningkatkan responsivitas dan keberlanjutan pengelolaan pendidikan.  

Secara keseluruhan, MBS memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas pengelolaan dan mutu 

pendidikan melalui penguatan otonomi, partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas. 

 

F. Karakteristik Manajemen Berbasis sekolah 
Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) ditandai oleh perubahan nyata dalam cara sekolah dikelola, tidak hanya 

pada tataran konsep, tetapi terutama dalam praktik penyelenggaraan pendidikan sehari-hari. Oleh karena itu, 
karakteristik MBS lebih tepat dipahami sebagai kondisi operasional yang mencerminkan bagaimana prinsip-prinsip 
MBS diwujudkan dalam pengelolaan sekolah. 

Secara umum, karakteristik tersebut tercermin dalam beberapa aspek berikut: 
 

1. Tata Kelola Sekolah yang Mandiri dan Kontekstual 
Sekolah memiliki kemandirian dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program 
berdasarkan kebutuhan dan karakteristik lingkungan. Pengambilan keputusan dilakukan secara fleksibel dan 
berbasis data. 

2. Keterlibatan Aktif Pemangku Kepentingan 
Sekolah melibatkan guru, tenaga kependidikan, orang tua, komite sekolah, dan masyarakat dalam proses 
perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program secara partisipatif dan kolaboratif. 

3. Kepemimpinan Sekolah yang Menggerakkan 
Kepala sekolah berperan sebagai pemimpin pembelajaran (instructional leader) yang mampu menggerakkan 
seluruh sumber daya, membangun visi bersama, serta mendorong peningkatan mutu secara berkelanjutan. 

4. Pembelajaran Berpusat pada Peserta Didik 
Proses pembelajaran dirancang untuk memenuhi kebutuhan, potensi, dan karakteristik peserta didik, dengan 
pendekatan yang aktif, kontekstual, dan bermakna. 

5. Budaya Sekolah yang Kondusif dan Produktif 
Sekolah membangun budaya yang mendukung disiplin, kolaborasi, inovasi, serta nilai-nilai positif yang 
mendorong terciptanya lingkungan belajar yang aman dan menyenangkan. 
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6. Sistem Evaluasi yang Berkelanjutan 
Sekolah melaksanakan evaluasi secara sistematis dan berkelanjutan melalui pemanfaatan data untuk 
perbaikan program dan peningkatan mutu layanan pendidikan. 

7. Capaian Pendidikan yang Terukur 
Sekolah menetapkan indikator kinerja yang jelas serta memantau capaian hasil belajar dan kinerja sekolah 
secara terukur dan berbasis data. 
 

G. Perbedaan antara Manajemen Sekolah Konvensional dan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)  

Perbedaan keduanya tidak hanya terletak pada aspek teknis pengelolaan, tetapi juga pada paradigma dasar 

dalam penyelenggaraan pendidikan. Manajemen konvensional berakar pada pendekatan sentralistik yang 

menempatkan sekolah sebagai pelaksana kebijakan, sehingga ruang inovasi dan respons terhadap kebutuhan 

lokal relatif terbatas. Sebaliknya, MBS mengusung pendekatan desentralistik yang memberikan kewenangan 

kepada sekolah untuk mengelola sumber daya dan mengambil keputusan secara mandiri, dengan tetap berada 

dalam kerangka kebijakan nasional.  

Untuk memperjelas perbedaan kedua pendekatan tersebut, berikut disajikan perbandingan pada beberapa 

aspek utama pengelolaan sekolah: 

 

Tabel 2.1. Perbandingan Manajemen Sekolah Konvensional dan MBS 

Aspek Manajemen Sekolah Konvensional Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) 

Kewenangan Terpusat pada pemerintah/otoritas atas Desentralistik pada tingkat sekolah 

Pengambilan Keputusan Top-down, mengikuti kebijakan pusat Kontekstual dan berbasis kebutuhan sekolah 

Peran Kepala Sekolah Administrator pelaksana kebijakan Pemimpin pembelajaran dan penggerak 

perubahan 

Partisipasi Stakeholder Terbatas Aktif dan kolaboratif 

Fleksibilitas Rendah, cenderung kaku Tinggi, adaptif terhadap kebutuhan lokal 

Inovasi Terbatas Didukung dan berkembang 

Transparansi & 

Akuntabilitas 

Bersifat administratif Terbuka dan berbasis kinerja 

Orientasi Pengelolaan Kepatuhan terhadap aturan Peningkatan mutu dan hasil belajar 

Pengelolaan Sumber 

Daya 

Dikendalikan pusat Dikelola mandiri oleh sekolah 

Budaya Organisasi Pasif dan birokratis Kolaboratif, inovatif, dan pembelajar 

 

Tabel di atas menunjukkan bahwa pergeseran dari sistem konvensional ke MBS tidak hanya bersifat 

struktural, tetapi juga kultural—dari kontrol menuju pemberdayaan, dari kepatuhan menuju kinerja, serta dari 

birokrasi menuju profesionalisme.  
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BAB III 

PERAN DAN TANGGUNGJAWAB DALAM IMPLEMENTASI MBS 

 

Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) menuntut keterlibatan aktif dan sinergi antar berbagai 

pemangku kepentingan pendidikan. MBS tidak hanya menempatkan sekolah sebagai pusat pengambilan 

keputusan, tetapi juga menegaskan pentingnya pembagian peran dan tanggung jawab yang jelas, terkoordinasi, 

dan saling mendukung antar level pengelolaan pendidikan. 

Dalam kerangka tersebut, keberhasilan 

implementasi MBS sangat ditentukan oleh efektivitas 

peran yang dijalankan oleh setiap aktor, mulai dari 

tingkat pusat, daerah, hingga satuan pendidikan. 

Direktorat sebagai perumus kebijakan, 

BBPMP/BPMP sebagai pengembang dan penjamin 

mutu, Dinas Pendidikan sebagai pengendali dan 

pembina di daerah, serta satuan pendidikan sebagai 

pelaksana utama, memiliki fungsi yang saling 

melengkapi dalam mewujudkan tata kelola 

pendidikan yang berkualitas. 

Pembagian peran ini tidak bersifat hierarkis 

semata, tetapi menekankan pada prinsip kolaborasi, 

koordinasi, dan akuntabilitas bersama. Setiap 

pemangku kepentingan dituntut untuk menjalankan 

perannya secara optimal, berbasis data, serta adaptif 

terhadap perkembangan kebijakan dan kebutuhan 

pendidikan, termasuk dalam mendukung transformasi 

pembelajaran melalui pendekatan pembelajaran 

mendalam, koding, dan kecerdasan artifisial. 

Oleh karena itu, penjelasan mengenai peran dan tanggung jawab masing-masing pemangku kepentingan 

dalam bab ini menjadi penting sebagai acuan operasional dalam memastikan implementasi MBS berjalan secara 

sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan. 

 

A. Direktorat Sekolah Menengah Pertama 

Dalam kerangka Manajemen Berbasis Sekolah, Direktorat SMP menjalankan peran dan tanggung jawab 

sebagai berikut: 

1. Merumuskan Kebijakan dan Regulasi 

Merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) sebagai 

acuan penyelenggaraan MBS pada jenjang SMP.  

2. Mengembangkan Kapasitas 

Melaksanakan pembinaan dan pengembangan kapasitas secara berkelanjutan kepada pemerintah daerah, 

kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan melalui advokasi, pendampingan, supervisi, serta program 

peningkatan kompetensi.  

3. Melakukan Penjaminan Mutu Pendidikan 

Mengembangkan dan mengkoordinasikan pelaksanaan sistem penjaminan mutu pendidikan yang 

terintegrasi dengan SNP. Kegiatan ini meliputi penyusunan instrumen mutu, penguatan budaya mutu di 

satuan pendidikan, serta fasilitasi pelaksanaan Evaluasi Diri Sekolah (EDS) sebagai bagian dari siklus 

peningkatan mutu berkelanjutan.  

  

  Perumus kebijakan  Direktorat SMP 

  
Pengembang dan penjamin 

mutu 
 BBPMP/BPMP 

  
Pengendali dan 

pembina di daerah 
 Dinas Pendidikan 

Kabupaten/Kota 

  Pelaksana utama  
Satuan 

Pendidikan 
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4. Melakukan Monitoring, Evaluasi, dan Pengawasan 

Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pengawasan terhadap pelaksanaan MBS secara berkala dan 

sistematis. Kegiatan ini mencakup pengumpulan dan analisis data kinerja, identifikasi kendala dan praktik 

baik, serta penyusunan rekomendasi kebijakan sebagai dasar perbaikan berkelanjutan dan penguatan 

akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan.  

5. Mengelola Sistem Informasi Pendidikan 

Mengembangkan dan mengelola sistem informasi pendidikan yang terintegrasi berbasis teknologi informasi 

untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Sistem ini mencakup pengelolaan data peserta 

didik, ATS/APS/ABPS, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, serta indikator kinerja 

pendidikan lainnya.  

6. Melakukan Koordinasi Nasional 

Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan MBS secara nasional dengan kementerian/lembaga 

terkait, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan lainnya. Koordinasi ini bertujuan untuk memastikan 

keselarasan kebijakan, integrasi program, serta efektivitas pelaksanaan MBS di seluruh wilayah.  

7. Menetapkan Standar Pelayanan Minimal 

Menetapkan dan memfasilitasi penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pendidikan sebagai tolok ukur 

mutu layanan dasar yang wajib dipenuhi oleh pemerintah daerah dan satuan pendidikan. SPM menjadi dasar 

dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pendidikan dalam kerangka pencapaian SNP 

secara bertahap.  

 

B. Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) 

BBPMP/BPMP memiliki peran strategis dalam mendukung implementasi Sistem Penjaminan Mutu 

Pendidikan (SPMP), khususnya melalui penguatan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di satuan pendidikan 

serta pemanfaatan Rapor Pendidikan sebagai basis pengambilan keputusan berbasis data. Peran tersebut 

diwujudkan melalui fungsi-fungsi berikut: 

1. Melaksanakan pemetaan mutu pendidikan berbasis data 

Memetakan mutu pendidikan pada jenjang PAUD, pendidikan dasar, pendidikan menengah, hingga pendidikan 

masyarakat dengan memanfaatkan Rapor Pendidikan sebagai instrumen utama. Hasil pemetaan ini menjadi 

dasar dalam perencanaan peningkatan mutu yang berbasis data (data-driven decision making).  

2. Mengembangkan model penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan 

Mengembangkan model penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan yang adaptif dan kontekstual, selaras 

dengan kebijakan pemerintah pusat, serta mendukung implementasi SPMI secara berkelanjutan di satuan 

pendidikan.  

3. Melaksanakan supervisi dan pendampingan implementasi SPMI 

Melakukan supervisi serta pendampingan kepada satuan pendidikan dalam mengimplementasikan siklus 

SPMI (perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan) secara sistematis dan 

berkelanjutan.  

4. Memberikan fasilitasi peningkatan mutu berbasis kebutuhan satuan pendidikan 

Memfasilitasi satuan pendidikan melalui penguatan kapasitas kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan 

dalam meningkatkan mutu pembelajaran, tata kelola, serta budaya mutu berbasis data.  

5. Mengembangkan kemitraan strategis dalam ekosistem pendidikan 

Membangun kemitraan dengan pemerintah daerah, perguruan tinggi, dunia usaha dan dunia industri (DUDI), 

serta pemangku kepentingan lainnya untuk memperkuat ekosistem penjaminan dan peningkatan mutu 

pendidikan.  

6. Melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan refleksi berbasis data 

Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap implementasi penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan 

dengan memanfaatkan indikator-indikator dalam Rapor Pendidikan, serta mendorong praktik refleksi berbasis 

data di satuan pendidikan sebagai bagian dari budaya mutu. 
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C. Dinas Pendidikan 

Dinas Pendidikan berperan sebagai pengelola pendidikan di tingkat daerah yang memastikan implementasi 

kebijakan nasional berjalan efektif, kontekstual, dan berkelanjutan. Peran tersebut diwujudkan melalui fungsi-

fungsi berikut: 

1. Menjabarkan kebijakan pusat dan regulasi daerah 

Menjabarkan kebijakan nasional pendidikan ke dalam kebijakan teknis daerah yang aplikatif bagi satuan 

pendidikan melalui penyusunan petunjuk teknis, pedoman operasional, serta regulasi daerah yang selaras 

dengan kebutuhan dan karakteristik wilayah.  

2. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan sekolah 

Melaksanakan pembinaan terhadap satuan pendidikan melalui program peningkatan kapasitas kepala 

sekolah, guru, dan tenaga kependidikan, yang mencakup pelatihan, pendampingan, advokasi, serta 

penguatan komunitas belajar.  

3. Mengalokasikan anggaran dan dukungan sumber daya 

Merencanakan dan mengalokasikan anggaran pendidikan daerah serta memastikan distribusi sumber daya 

yang adil dan tepat sasaran bagi satuan pendidikan, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta 

fasilitasi kebutuhan operasional sekolah.  

4. Melaksanakan supervisi dan pembinaan teknis 

Melaksanakan supervisi akademik dan manajerial kepada satuan pendidikan secara berkala melalui 

pengawas sekolah dan tim teknis guna memberikan bimbingan, mengidentifikasi permasalahan, serta 

memastikan pengelolaan sekolah dan proses pembelajaran berjalan sesuai standar.  

5. Melaksanakan monitoring dan evaluasi 

Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja satuan pendidikan melalui pengumpulan dan 

analisis data capaian sekolah, penilaian efektivitas program, serta tindak lanjut perbaikan berbasis hasil 

evaluasi secara berkelanjutan. 

 

D. Satuan Pendidikan Penyelenggara 

Satuan pendidikan merupakan unit utama dalam penyelenggaraan pendidikan yang memiliki kewenangan 

dan tanggung jawab dalam mengelola sumber daya, menetapkan kebijakan operasional, serta menjamin mutu 

layanan pendidikan sesuai dengan prinsip Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Dalam implementasinya, satuan 

pendidikan menjalankan peran dan tanggung jawab sebagai berikut: 

1. Mengelola dan menata kelola satuan pendidikan 

Menyelenggarakan pengelolaan pendidikan secara mandiri dengan mengedepankan prinsip otonomi, 

partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas, serta merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional 

sebagai penjabaran kebijakan pendidikan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota sesuai dengan 

kewenangannya.  

2. Menguatkan partisipasi, kolaborasi, dan kemitraan melalui Komite Sekolah 

Mengembangkan dan memperkuat partisipasi, kolaborasi, serta kemitraan dengan pemangku kepentingan 

melalui Komite Sekolah sebagai representasi masyarakat. Memfasilitasi keterlibatan Komite Sekolah dalam 

perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan secara transparan dan 

akuntabel, serta menjalin kemitraan dengan orang tua/wali, dunia usaha dan dunia industri, organisasi 

masyarakat, dan lembaga terkait untuk mendukung peningkatan mutu pembelajaran, penguatan karakter 

peserta didik, serta pengembangan program berbasis kebutuhan dan potensi lokal.  

3. Merencanakan dan mengelola penganggaran pendidikan 

Menyusun dokumen perencanaan dan penganggaran sebagai dasar pelaksanaan program pendidikan, 

meliputi rencana kerja tahunan, rencana kegiatan dan anggaran satuan pendidikan, serta peraturan satuan 

pendidikan. Mengalokasikan sumber daya secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan.  
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4. Menyelenggarakan layanan pendidikan yang inklusif dan berkeadilan 

Menjamin terselenggaranya layanan pendidikan yang inklusif, merata, dan berkeadilan tanpa diskriminasi 

dengan memberikan akses kepada peserta didik dari keluarga kurang mampu, peserta didik berkebutuhan 

khusus, serta peserta didik di wilayah dengan keterbatasan akses, serta memastikan setiap peserta didik 

memperoleh layanan pendidikan yang bermutu sesuai kebutuhan dan karakteristiknya.  

5. Memenuhi standar dan menjamin mutu pendidikan 

Memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta secara bertahap mencapai Standar Nasional Pendidikan 

(SNP), serta melaksanakan siklus penjaminan mutu secara berkelanjutan melalui perencanaan, 

pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut, termasuk bekerja sama dengan lembaga terkait dan mengikuti 

proses akreditasi serta evaluasi sesuai ketentuan yang berlaku.  

6. Mengembangkan keunggulan dan inovasi satuan pendidikan 

Mengembangkan program pendidikan berbasis keunggulan lokal dan inovasi dengan memanfaatkan potensi 

lingkungan, kebutuhan masyarakat, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta 

mengarahkan pengembangan pada penciptaan program unggulan sebagai ciri khas dan kekuatan institusi.  

7. Mengembangkan potensi dan prestasi peserta didik 

Melaksanakan pembinaan secara berkelanjutan untuk mengembangkan potensi, minat, dan bakat peserta 

didik melalui kegiatan pembelajaran, ekstrakurikuler, dan kompetisi di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, 

seni, dan olahraga, serta memberikan penghargaan kepada peserta didik berprestasi sebagai bentuk 

apresiasi dan motivasi.  

8. Mengembangkan sistem informasi dan digitalisasi pendidikan 

Mengembangkan dan memanfaatkan sistem informasi pendidikan berbasis teknologi informasi dan 

komunikasi untuk mendukung pengelolaan administrasi, pengambilan keputusan berbasis data, serta 

penyediaan akses informasi dan sumber belajar bagi pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik.  
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BAB IV 

KEPEMIMPINAN DALAM IMPLEMENTASI MBS 

 

Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di SMP menuntut kepemimpinan kepala sekolah yang 

tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga adaptif, visioner, dan berorientasi pada peningkatan mutu secara 

berkelanjutan. MBS sebagai paradigma desentralisasi pendidikan memberikan otonomi yang luas kepada sekolah 

dalam mengelola sumber daya, mengambil keputusan, serta mengembangkan program sesuai dengan kebutuhan 

dan karakteristik satuan pendidikan. Dalam konteks ini, sekolah tidak lagi sekadar pelaksana kebijakan, melainkan 

menjadi pusat pengambilan keputusan yang bertanggung jawab terhadap mutu layanan pendidikan. 

Kondisi tersebut menuntut kepala sekolah memiliki kapasitas kepemimpinan yang mampu mengelola 

kompleksitas perubahan, memberdayakan seluruh warga sekolah, serta membangun tata kelola yang kolaboratif, 

transparan, dan akuntabel. Dengan demikian, keberhasilan implementasi MBS sangat ditentukan oleh 

kemampuan kepala sekolah dalam mengintegrasikan berbagai pendekatan kepemimpinan secara kontekstual 

dalam praktik sehari-hari. 

Berbagai pendekatan kepemimpinan tersebut meliputi kepemimpinan transformasional, kepemimpinan 

pembelajaran, kepemimpinan melayani, kepemimpinan digital, pengambilan keputusan partisipatif, serta 

penguatan budaya sekolah. Keseluruhannya bukanlah pendekatan yang berdiri sendiri, melainkan saling 

melengkapi: kepemimpinan transformasional memberikan arah perubahan; kepemimpinan pembelajaran 

memastikan kualitas proses inti; kepemimpinan melayani membangun hubungan yang humanis; kepemimpinan 

digital meningkatkan efektivitas dan relevansi; pengambilan keputusan partisipatif memperkuat legitimasi 

kebijakan; dan budaya sekolah menjadi fondasi keberlanjutan. 

Oleh karena itu, kepala sekolah perlu menerjemahkan berbagai pendekatan kepemimpinan tersebut ke 

dalam tindakan yang konkret, terukur, dan berkelanjutan sebagaimana diuraikan pada bagian berikut. 

 

A. Menerapkan Kepemimpinan Transformasional 

Kepemimpinan transformasional menekankan pada kemampuan pemimpin dalam menginspirasi perubahan, 

membangun komitmen, dan menggerakkan seluruh warga sekolah menuju peningkatan mutu secara 

berkelanjutan. Dalam konteks ini, kepala sekolah berperan sebagai agen perubahan yang mampu menyelaraskan 

visi, budaya, dan praktik sekolah.  

Dalam hal ini, kepala sekolah hendaknya: 

1. Membangun arah perubahan organisasi yang jelas, inspiratif, dan mudah dipahami, sehingga seluruh warga 

sekolah memiliki orientasi yang sama dalam mencapai tujuan pendidikan. 

2. Menyusun visi dan misi sekolah yang tidak sekadar menjadi dokumen formal, tetapi benar-benar 

diinternalisasikan sebagai nilai dan semangat yang menggerakkan seluruh aktivitas sekolah. 

3. Mengintegrasikan visi dan misi ke dalam setiap kebijakan, program, dan aktivitas sekolah, termasuk dalam 

dokumen perencanaan strategis seperti RKJM, RKJP dan RKASP, sehingga terdapat konsistensi antara 

perencanaan dan pelaksanaan. 

4. Mensosialisasikan visi dan misi secara konsisten dan berkelanjutan melalui berbagai media, seperti papan 

visi, apel pagi, rapat guru, serta platform digital sekolah. 

5. Melibatkan guru dan tenaga kependidikan dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan, baik 

secara formal maupun informal, guna menumbuhkan rasa memiliki (sense of ownership) dan memperkuat 

komitmen dalam pelaksanaan program. 

6. Memberikan ruang bagi inovasi pembelajaran, seperti program “guru inovatif”, eksperimen pedagogik, serta 

forum berbagi praktik baik (best practice sharing), sekaligus memberikan apresiasi terhadap inovasi yang 

dilakukan. 

7. Mengelola dinamika perubahan, termasuk resistensi, dengan pendekatan persuasif, dialogis, dan solutif, 

sehingga perubahan diterima sebagai kebutuhan bersama. 
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8. Melakukan evaluasi secara reflektif dan partisipatif, dengan melibatkan guru dan tenaga kependidikan, guna 

membangun budaya belajar organisasi yang berkelanjutan. 

 

B. Menerapkan Kepemimpinan Pembelajaran 

Kepemimpinan pembelajaran merupakan inti peran kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan, 

dengan menempatkan kualitas proses dan hasil belajar sebagai prioritas utama dalam seluruh kebijakan dan 

program sekolah.  

Dalam hal ini, kepala sekolah hendaknya: 

1. Menyusun program supervisi akademik yang sistematis dan berkelanjutan, baik tahunan maupun 

semesteran, dengan menempatkan supervisi sebagai proses pendampingan profesional dan coaching, 

bukan sekadar inspeksi atau kontrol. 

2. Melaksanakan observasi kelas secara terencana minimal dua kali per semester untuk setiap guru, yang 

dilanjutkan dengan dialog reflektif guna membantu guru mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, serta 

merumuskan langkah perbaikan pembelajaran. 

3. Membangun komunitas belajar guru (Professional Learning Community/PLC) sebagai wadah 

pengembangan profesional berkelanjutan melalui berbagai praktik baik, diskusi permasalahan pembelajaran, 

dan perumusan solusi kolektif, yang difasilitasi melalui lesson study, MGMP internal, dan pelatihan berbasis 

kebutuhan. 

4. Menyelenggarakan pelatihan pembelajaran diferensiasi dan asesmen, guna meningkatkan kemampuan guru 

dalam memenuhi kebutuhan belajar siswa yang beragam. Memanfaatkan data hasil belajar siswa sebagai 

dasar intervensi pembelajaran, dengan mendorong penggunaan hasil asesmen untuk memperbaiki strategi 

pembelajaran agar lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan siswa. 

5. Melakukan kehadiran aktif dalam proses pembelajaran, melalui observasi kelas dan interaksi langsung 

dengan siswa, sebagai bentuk komitmen bahwa pembelajaran merupakan prioritas utama dalam 

implementasi MBS. 

 

C. Menerapkan Kepemimpinan Melayani  

Kepemimpinan melayani menempatkan kepala sekolah sebagai pemimpin yang berorientasi pada pelayanan 

dan pemberdayaan warga sekolah. Dalam konteks MBS, pendekatan ini penting karena keberhasilan program 

sangat ditentukan oleh keterlibatan dan komitmen seluruh warga sekolah. 

Dalam hal ini, kepala sekolah hendaknya: 

1. Membangun komunikasi dua arah yang terbuka, jujur, dan saling menghargai, melalui forum aspirasi guru, 

siswa, dan tenaga kependidikan, sehingga setiap warga sekolah merasa didengar dan dihargai. 

2. Menyediakan ruang dialog yang konstruktif, baik formal maupun informal, untuk menampung aspirasi dan 

menyelesaikan permasalahan secara partisipatif, seperti melalui coaching clinic dan diskusi reflektif. 

3. Memberikan dukungan nyata terhadap kebutuhan profesional dan personal warga sekolah, melalui fasilitasi 

pelatihan, penyediaan sarana, serta fleksibilitas dalam pelaksanaan tugas. 

4. Mengembangkan program kesejahteraan dan penghargaan bagi guru dan tenaga kependidikan, sebagai 

bentuk apresiasi atas kinerja dan dedikasi. 

5. Menciptakan suasana kerja yang kolaboratif, inklusif, dan tidak menekan, dengan menghargai keberagaman 

sehingga warga sekolah merasa menjadi bagian penting dari organisasi. 

 

D. Menerapkan Kepemimpinan Digital  

Kepemimpinan digital menjadi kebutuhan dalam era transformasi teknologi yang mempengaruhi hampir 

seluruh aspek pendidikan. Dalam implementasi MBS, pemanfaatan teknologi tidak hanya meningkatkan efisiensi, 

tetapi juga memperkuat transparansi dan akuntabilitas. 

Dalam hal ini kepala sekolah hendaknya: 
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1. Menginisiasi digitalisasi manajemen sekolah secara bertahap dan terencana dengan menggunakan aplikasi 

sistem informasi sekolah (nilai, kehadiran, administrasi) secara transparan. 

2. Mendorong integrasi teknologi dalam pembelajaran dengan menggunakan media digital, LMS, platform 

pembelajaran, dan sumber belajar online yang dapat meningkatkan keterlibatan siswa. 

3. Melaksanakan pelatihan literasi digital bagi guru dan siswa untuk memastikan bahwa guru dan siswa memiliki 

kemampuan menggunakan teknologi secara efektif dan bertanggung jawab dan beretika.  

4. Membentuk Tim IT sekolah. 

 

E. Menerapkan Pengambilan Keputusan Partisipatif 

Pengambilan keputusan partisipatif merupakan pendekatan kepemimpinan yang menekankan keterlibatan 

aktif seluruh pemangku kepentingan dalam proses perencanaan dan penetapan kebijakan sekolah. Dalam konteks 

MBS, pendekatan ini penting untuk membangun rasa memiliki (sense of ownership), meningkatkan kualitas 

keputusan, serta memperkuat komitmen dalam pelaksanaannya. 

Dalam hal ini, kepala sekolah hendaknya: 

1. Melibatkan guru, tenaga kependidikan, komite sekolah, dan orang tua dalam proses pengambilan keputusan, 

terutama yang berkaitan dengan program strategis sekolah. 

2. Mengembangkan mekanisme musyawarah yang sistematis dan inklusif, seperti rapat dewan guru, forum 

komite sekolah, dan diskusi kelompok terarah (focus group discussion), sehingga keputusan dihasilkan 

secara kolektif dan transparan. 

3. Menggunakan data dan informasi sebagai dasar pengambilan keputusan, baik data akademik, non-

akademik, maupun hasil evaluasi program, sehingga keputusan bersifat objektif dan tepat sasaran. 

4. Mendorong budaya keterbukaan dan akuntabilitas, dengan menyampaikan hasil keputusan serta dasar 

pertimbangannya kepada warga sekolah. 

5. Menjamin bahwa setiap keputusan berpihak pada peningkatan mutu pembelajaran dan kepentingan terbaik 

bagi siswa, sebagai fokus utama dalam implementasi MBS. 

 

F. Membangun Budaya Sekolah Positif dalam Implementasi MBS  

Budaya sekolah positif merupakan fondasi penting dalam keberhasilan implementasi Manajemen Berbasis 

Sekolah (MBS). Budaya ini tercermin dalam nilai, norma, dan kebiasaan yang mendukung terciptanya lingkungan 

belajar yang aman, nyaman, inklusif, dan berorientasi mutu. Kepala sekolah berperan strategis dalam membentuk, 

menanamkan, dan menjaga budaya tersebut agar menjadi kekuatan kolektif dalam mencapai tujuan pendidikan. 

Dalam hal ini, kepala sekolah hendaknya: 

1. Menetapkan dan menanamkan nilai-nilai inti sekolah, seperti integritas, disiplin, tanggung jawab, kolaborasi, 

dan kepedulian, yang diinternalisasikan dalam setiap aktivitas sekolah. 

2. Membangun lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan inklusif, sehingga seluruh warga sekolah merasa 

dihargai, terlindungi, dan memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang. 

3. Menjadi teladan (role model) dalam sikap dan perilaku positif, sehingga nilai-nilai yang dikembangkan tidak 

hanya bersifat normatif, tetapi nyata dalam praktik keseharian. 

4. Mengembangkan kebiasaan positif melalui program pembiasaan, seperti budaya literasi, disiplin waktu, 

kebersihan, serta kegiatan keagamaan dan karakter. 

5. Memberikan penguatan positif (reward) dan pembinaan yang edukatif (consequence) terhadap perilaku 

warga sekolah, guna membentuk karakter dan budaya yang konsisten. 

6. Mendorong kolaborasi dan rasa kebersamaan, melalui kegiatan yang melibatkan seluruh warga sekolah, 

sehingga tercipta iklim kerja yang harmonis dan saling mendukung. 

7. Melakukan evaluasi dan refleksi budaya sekolah secara berkala, untuk memastikan nilai-nilai yang 

dikembangkan tetap relevan dan diimplementasikan secara konsisten. 
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Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) menuntut kepemimpinan kepala sekolah yang integratif 

dan adaptif. Kepemimpinan transformasional memberi arah perubahan, kepemimpinan pembelajaran 

menekankan mutu proses dan hasil belajar, kepemimpinan melayani memperkuat hubungan yang humanis, 

kepemimpinan digital meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas, pengambilan keputusan partisipatif membangun 

komitmen, serta budaya sekolah positif menjadi fondasi keberlanjutan. 

Keenam dimensi tersebut saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu, kepala sekolah 

perlu mengintegrasikannya secara kontekstual sesuai kebutuhan sekolah. Dengan demikian, keberhasilan MBS 

sangat bergantung pada kemampuan kepala sekolah dalam mengorkestrasi berbagai pendekatan kepemimpinan 

secara sinergis, sehingga terwujud sekolah sebagai learning organization yang adaptif, kolaboratif, dan 

berorientasi pada mutu berkelanjutan. 
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BAB V 

IMPLEMENTASI MBS DI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA 

 

Bagian ini memuat rambu-rambu, langkah operasional, serta format yang dapat digunakan oleh sekolah 

dalam melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan MBS. Kepala sekolah bersama pemangku kepentingan 

dapat memanfaatkan panduan ini sebagai acuan dalam mengimplementasikan MBS secara sistematis. 

MBS menempatkan sekolah sebagai pusat pengelolaan pendidikan yang berbasis data, partisipatif, dan 

berorientasi pada peningkatan mutu. Implementasinya di SMP mengacu pada Standar Nasional Pendidikan, 

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), serta pemanfaatan Rapor Pendidikan. 

Panduan ini bersifat fleksibel, sehingga sekolah dapat menyesuaikan format dan langkah yang disajikan 

dengan kebutuhan, karakteristik, dan konteks masing-masing satuan pendidikan. 

 

A. Perencanaan Berbasis Sekolah 

Perencanaan berbasis sekolah adalah proses penyusunan program berbasis data untuk meningkatkan mutu 

pendidikan. Mengacu pada Standar Nasional Pendidikan, perencanaan dilakukan secara terarah dan melibatkan 

seluruh pemangku kepentingan agar berdampak pada kualitas pembelajaran. 

1. Orientasi Standar Nasional Pendidikan dalam Perencanaan Sekolah 

Menjadikan Standar Nasional Pendidikan sebagai acuan utama dalam penyusunan perencanaan sekolah 

berbasis data, dengan memanfaatkan rapor pendidikan dan hasil evaluasi. Hal ini bertujuan memastikan 

program yang dirancang selaras dengan standar mutu serta mendorong peningkatan kualitas pendidikan 

secara terarah dan berkelanjutan. 

Langkah operasional: 

a. Menggunakan data sebagai dasar perencanaan 

1) Memimpin tim manajemen sekolah yang terdiri atas wakil kepala sekolah, guru, dan tenaga 

kependidikan. 

2) Memanfaatkan data Rapor Pendidikan dan hasil evaluasi diri sekolah sebagai dasar analisis. 

3) Mengidentifikasi capaian mutu sekolah pada setiap indikator. 

4) Memastikan seluruh perencanaan disusun berdasarkan data yang valid dan relevan. 

b. Mengkaji delapan Standar Nasional Pendidikan 

1) Mengkaji Standar Kompetensi Lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan 

peserta didik. 

2) Mengkaji Standar Isi terkait materi dan kompetensi pembelajaran. 

3) Mengkaji Standar Proses terkait pelaksanaan pembelajaran. 

4) Mengkaji Standar Penilaian terkait asesmen hasil belajar. 

5) Mengkaji Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan terkait kompetensi sumber daya manusia. 

6) Mengkaji Standar Sarana dan Prasarana terkait ketersediaan fasilitas pembelajaran. 

7) Mengkaji Standar Pengelolaan terkait tata kelola sekolah. 

8) Mengkaji Standar Pembiayaan terkait perencanaan dan pemanfaatan anggaran. 

c. Melakukan analisis dalam forum sekolah 

1) Menyelenggarakan rapat kerja sekolah yang melibatkan kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, 

dan komite sekolah. 

2) Membahas capaian setiap standar berdasarkan data. 

3) Mengidentifikasi standar yang belum mencapai target. 

4) Menganalisis akar penyebab permasalahan. 

5) Menetapkan fokus perbaikan sesuai kebutuhan sekolah. 

d. Menentukan prioritas perbaikan 

1) Menentukan standar yang paling membutuhkan peningkatan. 
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2) Memfokuskan pada permasalahan utama, seperti rendahnya literasi atau kualitas pembelajaran. 

3) Memprioritaskan program yang berdampak langsung pada mutu pembelajaran. 

4) Menyusun skala prioritas secara bertahap dan realistis. 

e. Mengintegrasikan ke dalam program sekolah 

1) Menerjemahkan hasil analisis ke dalam Rencana Kerja Satuan Pendidikan (RKSP). 

2) Menjabarkan program ke dalam kegiatan pada Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan Pendidikan 

(RKASP). 

3) Menetapkan tujuan, indikator keberhasilan, penanggung jawab, serta jadwal pelaksanaan. 

4) Melibatkan guru dalam perancangan program pembelajaran. 

5) Melibatkan komite sekolah dan orang tua dalam memberikan dukungan. 

f. Melaksanakan dan mengendalikan program 

1) Melaksanakan program sesuai rencana yang telah ditetapkan. 

2) Melakukan supervisi pelaksanaan oleh kepala sekolah. 

3) Melaksanakan pembelajaran dan kegiatan oleh guru sesuai program. 

4) Melakukan monitoring secara berkala. 

5) Mengevaluasi hasil program berdasarkan data capaian belajar dan laporan kegiatan. 

6) Menggunakan hasil evaluasi sebagai dasar perbaikan program secara berkelanjutan. 

 

Contoh Penerapan  

Standar Temuan Tindak Lanjut 

Standar Kompetensi 
Lulusan 

Kemampuan literasi siswa 
rendah 

Program literasi dan pembelajaran 
berbasis proyek 

Standar Proses Pembelajaran belum aktif Pelatihan pembelajaran aktif bagi guru 

Standar Sarana Prasarana Perangkat pembelajaran 
terbatas 

Optimalisasi dan pengadaan perangkat 

Standar Penilaian Penilaian belum bervariasi Pengembangan asesmen berbasis proses 

 

Checklist Kepala Sekolah 

No Uraian Ya Tidak 

1 Menggunakan data Rapor Pendidikan ☐ ☐ 

2 Mengkaji delapan standar pendidikan ☐ ☐ 

3 Melaksanakan rapat analisis bersama tim ☐ ☐ 

4 Menentukan prioritas perbaikan ☐ ☐ 

5 Mengintegrasikan ke dalam RKS dan 
RKASP 

☐ ☐ 

6 Melaksanakan monitoring dan evaluasi ☐ ☐ 

 

Format Hasil Analisis Berdasarkan Standar dapat dilihat pada Lampiran 1. 

 

2. Menganalisis Kebutuhan Sekolah Berbasis Data 

Mengidentifikasi kesenjangan antara kondisi nyata sekolah dan kondisi yang diharapkan sebagai dasar 

penyusunan program serta pengambilan keputusan yang tepat dan berbasis data. 

Langkah Operasional:  

a. Menentukan Fokus Analisis 

1) Menetapkan fokus analisis pada aspek utama sekolah yang akan dikembangkan.  

2) Menetapkan arah yang berfokus pada mutu pembelajaran, kompetensi guru, sarana prasarana, dan 

kebutuhan peserta didik. 

3) Menentukan prioritas awal agar analisis tidak terlalu luas. 
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b. Membentuk Tim Analisis 

1) Mentuk tim yang terdiri dari wakil kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, dan perwakilan komite 

sekolah. 

2) Menetapkan tugas tim untuk mengumpulkan dan menganalisis data. 

3) Menetapkan jadwal kerja yang jelas. 

c. Mengumpulkan Data Sekolah 

1) Mengumpulkan data siswa, guru, dan tenaga kependidikan. 

2) Mengumpulkan data sarana prasarana seperti ruang kelas, laboratorium, dan perangkat teknologi. 

3) Mengumpulkan data hasil belajar siswa dan prestasi sekolah. 

4) Mengumpulkan data pembelajaran melalui observasi kelas. 

5) Mengumpulkan informasi lainnya dari guru, siswa, dan orang tua. 

d. Menganalisis Kesenjangan 

1) Membandingkan kondisi saat ini dengan kondisi yang diharapkan. 

2) Mengidentifikasi masalah yang menghambat mutu sekolah. 

3) Mengelompokkan masalah berdasarkan tingkat urgensi. 

4) Menentukan penyebab utama dari setiap masalah. 

e. Menentukan Prioritas Kebutuhan 

1) Menentukan masalah yang paling mendesak untuk diselesaikan. 

2) Mempertimbangkan dampak penyelesaiaan masalah terhadap mutu pembelajaran. 

3) Mensinkronkan prioritas dengan kemampuan sumber daya sekolah. 

4) Menetapkan tiga sampai lima kebutuhan utama sebagai prioritas. 

 

Contoh Penerapan  

Aspek Kondisi Saat Ini Kondisi yang Diharapkan Kebutuhan 

Pembelajaran Guru masih 
menggunakan metode 
ceramah 

Pembelajaran aktif berbasis 
proyek KA, PM, dan Koding 

Pelatihan model pembelajaran 
berbasis KA, PM, dan Koding 

Teknologi Penggunaan perangkat 
digital masih rendah 

Pembelajaran berbasis 
teknologi berbasis KA, PM, 
dan Koding 

Pelatihan dan pemanfaatan 
perangkat KA, PM, dan Koding 

Siswa Kemampuan berpikir kritis 
masih rendah 

Siswa mampu berpikir kritis 
berbasis KA, PM, dan 
Koding 

Program proyek dan diskusi 
untuk KA, PM, dan Koding 

Sarana Laboratorium belum 
optimal 

Laboratorium aktif 
digunakan untuk KA, PM, 
dan Koding 

Optimalisasi penggunaan sarana 
KA, PM, dan Koding 

 

Checklist Kepala Sekolah 

No Uraian Ya Tidak 

1 Menentukan fokus analisis ☐ ☐ 

2 Membentuk tim analisis ☐ ☐ 

3 Mengumpulkan data sekolah ☐ ☐ 

4 Menganalisis kesenjangan ☐ ☐ 

5 Menentukan prioritas kebutuhan ☐ ☐ 

6 Mendokumentasikan hasil analisis ☐ ☐ 

 

Format Dokumen Analisis Kebutuhan Sekolah dapat dilihat pada Lampiran 2. 
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3. Menetapkan Visi, Misi, dan Tujuan 

Menetapkan visi, misi, dan tujuan merupakan langkah strategis dalam menentukan arah pengembangan 

sekolah secara jangka panjang dan berkelanjutan. Visi menggambarkan cita-cita ideal yang ingin dicapai, 

sedangkan misi dan tujuan menjadi penjabaran operasional yang memberikan arah tindakan secara jelas, 

terukur, dan realistis. Dalam kerangka Manajemen Berbasis Sekolah, perumusan visi, misi, dan tujuan perlu 

dilakukan secara partisipatif, berbasis data, serta selaras dengan kebutuhan dan karakteristik satuan 

pendidikan. 

Langkah Operasional: 

a. Merumuskan visi sekolah 

Sekolah merumuskan visi sebagai arah jangka panjang yang singkat, jelas, dan inspiratif. Kepala sekolah 

membentuk tim perumus yang melibatkan wakil kepala sekolah, guru, dan komite sekolah untuk mengkaji 

kondisi aktual sekolah serta harapan terhadap profil lulusan di masa depan. Visi dirumuskan dalam satu 

kalimat yang mudah diingat, mencerminkan nilai, karakter peserta didik, serta memuat kecakapan abad 

ke-21, termasuk literasi digital. Setelah dirumuskan, visi ditetapkan secara resmi dan disosialisasikan 

secara luas kepada seluruh warga sekolah agar menjadi pedoman bersama dalam setiap kegiatan. 

b. Menyusun misi sekolah 

Sekolah menyusun misi sebagai langkah strategis untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Tim 

perumus mengembangkan tiga sampai lima pernyataan misi dengan menggunakan kata kerja 

operasional, seperti mengembangkan, meningkatkan, memperkuat, dan membangun. Misi mencakup 

aspek pembelajaran, penguatan karakter, pemanfaatan teknologi, serta kemitraan dengan berbagai 

pihak. Penyusunan misi dilakukan secara kontekstual dengan mempertimbangkan potensi, tantangan, 

dan kebutuhan nyata sekolah sehingga dapat menjadi panduan yang aplikatif dalam pelaksanaan 

program. 

c. Menetapkan tujuan sekolah 

Sekolah menetapkan tujuan sebagai indikator keberhasilan yang spesifik, terukur, dan realistis. Setiap 

misi dijabarkan menjadi tujuan yang lebih operasional dengan menetapkan target capaian dalam jangka 

waktu satu sampai empat tahun. Penetapan tujuan didasarkan pada analisis data dan kondisi nyata 

sekolah, seperti hasil asesmen, rapor pendidikan, serta evaluasi program sebelumnya. Tujuan yang 

dirumuskan diarahkan pada peningkatan mutu pembelajaran, kinerja guru, serta capaian hasil belajar 

peserta didik, sehingga menjadi dasar dalam penyusunan program dan kegiatan sekolah secara 

berkelanjutan. 

Contoh Penerapan  

Komponen Contoh 

Visi Terwujudnya peserta didik yang berkarakter, cerdas, dan adaptif terhadap perkembangan 

teknologi. 

Misi 1 Mengembangkan pembelajaran aktif berbasis proyek. 

Misi 2 Meningkatkan literasi digital dan kemampuan berpikir kritis. 

Misi 3 Menguatkan pendidikan karakter dan budaya disiplin. 

Misi 4 Meningkatkan kompetensi guru dalam pemanfaatan teknologi. 

Tujuan 1 Meningkatkan kemampuan literasi digital peserta didik hingga minimal 80% berada pada kategori 

baik dalam waktu 2 tahun berdasarkan hasil asesmen sekolah. 

Tujuan 2 Melaksanakan minimal 2 proyek pembelajaran berbasis project-based learning pada setiap kelas 

dalam setiap semester. 

Tujuan 3 Melaksanakan minimal 2 program pelatihan guru terkait pemanfaatan teknologi pembelajaran 

setiap tahun dengan tingkat partisipasi minimal 90%. 

Tujuan 4 Meningkatkan tingkat kedisiplinan peserta didik yang ditunjukkan melalui penurunan pelanggaran 

tata tertib sebesar minimal 30% dalam 1 tahun. 
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Checklist Kepala Sekolah 

No Uraian Ya Tidak 

1 Membentuk tim penyusun visi, misi, dan tujuan ☐ ☐ 

2 Mengkaji kondisi nyata sekolah ☐ ☐ 

3 Menyusun visi yang singkat dan jelas ☐ ☐ 

4 Menyusun misi menggunakan kata kerja ☐ ☐ 

5 Menetapkan tujuan yang terukur ☐ ☐ 

6 Mensosialisasikan kepada seluruh warga sekolah ☐ ☐ 

 

4. Menyusun Program Sekolah – RKJM, RKJP dan RKASP 

Menyusun Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM), Rencana Kerja Jangka Pendek (RKJP) dan 

Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan Pendidikan (RKASP) secara terarah, terukur, dan berbasis 

kebutuhan untuk meningkatkan mutu pendidikan. 

Langkah Operasional  

a. Menyusun Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM) 

1) Menggunakan hasil analisis kebutuhan sebagai dasar penyusunan. 

2) Membentuk tim penyusun yang melibatkan guru dan tenaga kependidikan. 

3) Merumuskan program strategis berdasarkan visi, misi, dan tujuan sekolah. 

4) Menetapkan sasaran jangka menengah (empat tahun). 

5) Menyusun program prioritas yang berfokus pada peningkatan mutu pembelajaran. 

6) Menetapkan indikator keberhasilan yang jelas dan terukur. 

7) Menyusun jadwal pelaksanaan program secara bertahap. 

8) Menetapkan penanggung jawab untuk setiap program. 

b. Menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan Pendidikan (RKASP) 

1) Menjabarkan program dalam RKJM menjadi kegiatan tahunan. 

2) Merinci kegiatan menjadi subkegiatan operasional. 

3) Menentukan kebutuhan biaya setiap kegiatan. 

4) Mengidentifikasi sumber pendanaan sekolah. 

5) Menyesuaikan rencana anggaran dengan kemampuan keuangan sekolah. 

6) Menetapkan indikator keberhasilan setiap kegiatan. 

7) Menyusun jadwal pelaksanaan dalam satu tahun. 

8) Menetapkan mekanisme monitoring dan evaluasi. 

c. Menyelaraskan RKJP dan RKASP 

1) Memastikan seluruh kegiatan dalam RKASP mengacu pada program dalam RKJP. 

2) Memastikan tidak ada kegiatan tanpa dasar perencanaan. 

3) Memastikan alokasi anggaran mendukung program prioritas. 

4) Melakukan pembahasan bersama tim dan komite sekolah. 

5) Menetapkan dokumen secara resmi, transparan, dan akuntabel. 

 

Checklist Kepala Sekolah 

No Uraian Ya Tidak 

1 Menggunakan hasil analisis kebutuhan ☐ ☐ 

2 Menyusun program strategis dalam RKSP ☐ ☐ 

3 Menetapkan indikator keberhasilan ☐ ☐ 

4 Menyusun kegiatan dalam RKASP ☐ ☐ 

5 Menentukan anggaran kegiatan ☐ ☐ 

6 Menyelaraskan RKSP dan RKASP ☐ ☐ 

7 Menetapkan dan mensosialisasikan dokumen ☐ ☐ 
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Format Dokumen Rencana Kerja Satuan Pendidikan dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan 

Pendidikan dapat dilihat pada Lampiran 3 dan 4. 

 

5. Menetapkan Prioritas Program Peningkatan Mutu  

Menentukan program prioritas yang berfokus pada permasalahan paling mendesak dan memiliki dampak 

langsung terhadap peningkatan hasil belajar peserta didik, dengan mempertimbangkan data dan kebutuhan 

nyata sekolah. 

Langkah Operasional:  

a. Mengidentifikasi Permasalahan Berdasarkan Data 

1) Menggunakan data Rapor Pendidikan untuk melihat capaian mutu yang masih rendah. 

2) Menggunakan hasil asesmen pembelajaran untuk mengetahui kondisi riil siswa. 

3) Menginventarisasi seluruh permasalahan yang muncul dari data. 

4) Memastikan masalah didukung oleh data yang jelas. 

b. Menganalisis Permasalahan Secara Mendalam 

1) Mengaitkan data capaian mutu dengan kondisi pembelajaran di kelas. 

2) Mengidentifikasi kesulitan utama yang dialami siswa. 

3) Menentukan penyebab masalah berdasarkan hasil observasi dan asesmen. 

4) Memastikan gambaran kondisi nyata sekolah. 

c. Membahas Masalah yang perlu Dipecahkan  

1) Melaksanakan rapat pembahasan masalah bersama guru, tenaga kependidikan, dan komite 

sekolah. 

2) Menyajikan data secara terbuka untuk dibahas bersama. 

3) Meminta guru menjelaskan kondisi pembelajaran dan karakteristik siswa. 

4) Memberi kesempatan komite sekolah dan orang tua untuk memberikan masukan. 

5) Menyepakati permasalahan utama yang harus diselesaikan. 

d. Menentukan Skala Prioritas 

1) Mengelompokkan permasalahan berdasarkan tingkat kepentingan dan dampaknya terhadap hasil 
belajar. 

2) Menetapkan permasalahan utama dan pendukung sebagai prioritas bertahap. 
3) Menggunakan data Rapor Pendidikan dan evaluasi diri sebagai dasar penetapan. 
4) Mempertimbangkan ketersediaan sumber daya dan kemudahan pelaksanaan. 
5) Memperhatikan urgensi waktu serta melibatkan pemangku kepentingan. 
6) Memastikan keselarasan dengan visi, misi, dan tujuan sekolah. 

e. Menetapkan Program Prioritas 

1) Merumuskan prioritas menjadi program sekolah. 

2) Mengintegrasikan program ke dalam rencana jangka menengah dan tahunan. 

3) Menetapkan indikator dan target yang terukur berbasis data. 

4) Memastikan program berorientasi pada peningkatan mutu pembelajaran. 

5) Menentukan penanggung jawab dan jadwal pelaksanaan program. 

6) Menyelaraskan program dengan visi, misi, dan tujuan sekolah. 
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Contoh Penerapan  

No Permasalahan Program Prioritas Indikator Target 

1 Kemampuan literasi 
peserta didik rendah 

Program peningkatan 
literasi membaca 

Skor asesmen literasi 
membaca peserta didik 

Meningkat minimal 
20% dalam 1 tahun 

2 Disiplin peserta didik 
rendah 

Program penguatan 
karakter dan tata tertib 

Jumlah pelanggaran 
tata tertib peserta didik 

Menurun minimal 
30% dalam 1 tahun 

3 Pemanfaatan teknologi 
dalam pembelajaran 
masih rendah 

Program pelatihan 
pembelajaran digital 

Persentase guru yang 
menggunakan teknologi 
dalam pembelajaran 

Meningkat hingga 
minimal 80% dalam 
1 tahun 

 

6. Arah Pelaksanaan Program Berorientasi Mutu Pembelajaran 

a. Menerapkan pembelajaran aktif yang melibatkan siswa secara langsung.  
b. Mengembangkan pembelajaran berbasis proyek untuk melatih berpikir kritis.  
c. Mengintegrasikan teknologi dalam proses pembelajaran.  
d. Memanfaatkan data hasil belajar untuk memperbaiki strategi pembelajaran.  
e. Melaksanakan supervisi akademik secara berkala oleh kepala sekolah.  
f. Menguatkan pendidikan karakter seperti disiplin, tanggung jawab, dan kerja sama.  

g. Mengembangkan kegiatan ekstrakurikuler untuk mendukung potensi siswa.  

Checklist Kepala Sekolah 

No Uraian Ya Tidak 

1 Menggunakan data Rapor Pendidikan ☐ ☐ 

2 Menggunakan hasil asesmen siswa ☐ ☐ 

3 Melaksanakan rapat penetapan prioritas ☐ ☐ 

4 Menentukan skala prioritas masalah ☐ ☐ 

5 Menetapkan program prioritas ☐ ☐ 

6 Menentukan indikator keberhasilan ☐ ☐ 

 

Format Dokumen Penetapan Prioritas Program dapat dilihat pada Lampiran 5. 

 

7. Menyelaraskan Program dengan Kebijakan Nasional dan Kebutuhan Lokal  

Memastikan program sekolah selaras dengan kebijakan pendidikan nasional serta sesuai dengan 

kebutuhan nyata peserta didik dan kondisi lingkungan sekolah, sehingga pelaksanaannya relevan dan tepat 

sasaran. 

Langkah Operasional : 

a. Menelaah Kebijakan Nasional 

1) Menelaah arah kebijakan pendidikan nasional yang berkaitan dengan mutu pendidikan. 

2) Mengidentifikasi kebijakan utama seperti peningkatan literasi dan numerasi, penguatan karakter, 

serta pemanfaatan teknologi. 

3) Menelaah Standar Nasional Pendidikan sebagai acuan utama. 

4) Memastikan seluruh tim memahami arah kebijakan tersebut. 

b. Mengaitkan Kebijakan dengan Data Sekolah 

1) Menggunakan data Rapor Pendidikan untuk melihat capaian sekolah  

2) Menggunakan hasil asesmen untuk memahami kondisi siswa  

3) Membandingkan arah kebijakan dengan kondisi nyata sekolah  

4) Mengidentifikasi kesesuaian dan kesenjangan antara kebijakan dan kondisi sekolah 

c. Menyusun Program yang Selaras 

1) Merancang program yang mengacu pada kebijakan nasional  

2) Menyesuaikan program dengan hasil analisis kebutuhan sekolah  

3) Memastikan program menjawab permasalahan utama siswa  

4) Mengembangkan program secara kontekstual sesuai jenjang SMP 
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d. Menyesuaikan dengan Kebutuhan Lokal 

1) Menganalisis kondisi sosial, budaya, dan ekonomi peserta didik. 

2) Mengidentifikasi faktor lingkungan yang memengaruhi pembelajaran. 

3) Menyesuaikan program dengan kondisi nyata sekolah. 

4) Menetapkan solusi yang realistis dan dapat dilaksanakan. 

e. Melaksanakan Pembahasan Bersama 

1) Melaksanakan rapat kerja sekolah dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. 

2) Membahas kesesuaian program dengan kebijakan nasional. 

3) Membahas relevansi program dengan kebutuhan lokal. 

4) Melibatkan guru untuk memberikan masukan terkait pembelajaran. 

5) Melibatkan komite sekolah dan orang tua untuk memberikan pertimbangan. 

f. Menetapkan dan Mengintegrasikan Program 

1) Menetapkan program yang telah diselaraskan. 

2) Memasukan program ke dalam rencana jangka menengah dan rencana tahunan. 

3) Memastikan setiap program memiliki tujuan dan indikator yang jelas. 

4) Gunakan program sebagai acuan pelaksanaan kegiatan sekolah. 

 

Contoh Penerapan 

No Kebijakan 
Nasional 

Kondisi Sekolah Program yang Disusun Target Capaian 

1 Penguatan literasi Kemampuan 
membaca siswa 
rendah 

Program literasi berbasis 
teks dan diskusi 

Minimal 75% siswa mencapai 
kompetensi literasi sesuai standar 

2 Pemanfaatan 
teknologi 

Penggunaan 
teknologi rendah 

Pelatihan pembelajaran 
digital 

Minimal 80% guru menggunakan 
teknologi dalam pembelajaran 

3 Penguatan karakter Disiplin siswa rendah Program tata tertib dan 
pembinaan karakter 

Penurunan pelanggaran siswa minimal 
50% dalam satu semester 

4 Pemerataan akses 
belajar 

Keterbatasan bahan 
bacaan 

Pengadaan bahan bacaan 
dan sumber belajar digital 

100% siswa memiliki akses terhadap 
bahan bacaan dan sumber belajar 

 

Checklist Kepala Sekolah 

No Uraian Ya Tidak 

1 Menelaah kebijakan nasional ☐ ☐ 

2 Menggunakan data Rapor Pendidikan ☐ ☐ 

3 Menyesuaikan program dengan kebutuhan sekolah ☐ ☐ 

4 Mempertimbangkan kondisi lingkungan peserta didik ☐ ☐ 

5 Melibatkan guru dan komite sekolah ☐ ☐ 

6 Menetapkan program yang selaras ☐ ☐ 

 

Format Dokumen Penyelarasan Program dapat dilihat pada Lampiran 6. 

 

B. Mengimplementasikan Program Kurikulum dan Pembelajaran 

1. Mengimplementasikan Program Kurikulum Berbasis Sekolah Sesuai Kebijakan Nasional 

Kurikulum dilaksanakan secara sistematis melalui penetapan arah, pengorganisasian, pelaksanaan, 

dan pengendalian kurikulum di tingkat satuan pendidikan berdasarkan kebijakan nasional dan kebutuhan 

sekolah. 

Langkah Operasional:  

a. Menetapkan Arah Kurikulum Sekolah 

1) Memimpin penyusunan Kurikulum Satuan Pendidikan (KSP) berbasis visi, misi, dan hasil Rapor 

Pendidikan. 

2) Menetapkan fokus penguatan (misalnya literasi, numerasi, karakter). 

3) Menentukan model pembelajaran utama (projek, pemecahan masalah, dll). 
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b. Melakukan Pengorganisasian dan Pembagian Tugas 

1) Membentuk tim pengembang kurikulum (wakasek kurikulum, guru inti, dan perwakilan MGMP 

sekolah). 

2) Membagi tugas penyusunan perangkat ajar per mata pelajaran/kelas. 

3) Menetapkan koordinator kurikulum dan penanggung jawab program (projek, literasi, asesmen). 

4) Menetapkan peran guru dalam kegiatan intrakurikuler dan kokurikuler. 

c. Menyusun Program dan Penjadwalan 

1) Menyusun kalender akademik sekolah. 

2) Menyusun jadwal pelajaran yang efektif dan berimbang. 

3) Menetapkan jadwal kegiatan proyek dan program khusus. 

4) Menyusun program semester dan rencana pembelajaran. 

5) Menjadwalkan asesmen (diagnostik, formatif, sumatif). 

d. Mengimplementasikan Kurikulum 

1) Mengarahkan guru melaksanakan pembelajaran sesuai perangkat ajar melalui rapat awal 

semester 

2) Memastikan pembelajaran berbasis data dan berpusat pada siswa. 

3) Mengintegrasikan kegiatan projek, literasi, dan penguatan karakter. 

4) Memastikan penggunaan media dan teknologi dalam pembelajaran. 

e. Melaksanakan Monitoring dan Supervisi 

1) Memeriksa perangkat ajar dan administrasi pembelajaran. 

2) Menyusun jadwal supervisi akademik minimal 2 kali per semester. 

3) Melakukan observasi kelas untuk memastikan keterlaksanaan kurikulum. 

4) Mengidentifikasi kendala dalam pelaksanaan kurikulum. 

f. Mengevaluasi dan Tindak Lanjut 

1) Menganalisis hasil belajar siswa dan capaian kurikulum. 

2) Melaksanakan rapat evaluasi kurikulum setiap akhir semester. 

3) Menetapkan perbaikan program pembelajaran dan perangkat ajar. 

4) Melakukan revisi kurikulum sekolah berdasarkan hasil evaluasi. 

Contoh penerapan  

Kepala sekolah membentuk tim kurikulum, menetapkan fokus peningkatan literasi, menyusun jadwal 

projek literasi dalam kalender akademik, membagi tugas guru dalam penyusunan modul ajar, 

melaksanakan supervisi kelas, kemudian melakukan evaluasi hasil belajar untuk memperbaiki program 

di semester berikutnya. 

 

2. Mengimplementasikan Program Pembelajaran 

a. Menerapkan Pembelajaran Berpusat pada Peserta Didik  

Pembelajaran dilaksanakan dengan memastikan siswa aktif dan terlibat dalam proses belajar. 

Langkah operasional : 

1) Menginstruksikan guru menggunakan metode diskusi, kerja kelompok, atau problem solving di 

setiap pembelajaran. 

2) Mengarahkan guru mengaitkan materi dengan konteks kehidupan nyata. 

3) Melakukan observasi kelas untuk melihat tingkat partisipasi siswa dan memastikan guru 

melakukan diferensiasi (menyesuaikan kemampuan siswa) 

4) Memberikan coaching kepada guru yang masih dominan ceramah. 

 

Contoh penerapan 

Guru IPS menggunakan diskusi kelompok berbasis kasus lingkungan sekitar, siswa aktif menganalisis 

dan mempresentasikan hasilnya. 
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b. Menerapkan Pembelajaran Mendalam 

Pembelajaran difokuskan pada pemahaman konsep dan kemampuan berpikir kritis. 

Langkah Operasional  

1) Menginstruksikan guru menyusun soal berbasis analisis (bukan hafalan), serta mengaitkan materi 

dengan kehidupan nyata siswa 

2) Menyelenggarakan diskusi antar guru untuk menganalisis masalah dan pemecahan masalah 

pembelajaran yang dialami. 

3) Melakukan supervisi untuk melihat kedalaman proses belajar, memastikan adanya kegiatan 

refleksi di akhir pembelajaran. 

 

Contoh penerapan 

Guru IPA memberikan kasus pencemaran lingkungan, siswa menganalisis penyebab dan solusi. 

 

c. Memanfaatkan Asesmen untuk Perbaikan Pembelajaran (Operasional) 

Asesmen digunakan sebagai dasar utama dalam perbaikan pembelajaran. 

Langkah operasional : 

1) Menginstruksikan guru melakukan asesmen diagnostik di awal pembelajaran. 

2) Melakukan pengecekan :  

a) apakah guru melakukan asesmen formatif selama proses belajar ? 

b) apakah guru memiliki program remedial dan pengayaan ? 

3) Mengarahkan guru membuat analisis hasil belajar (kelompok tinggi, sedang, rendah). 

4) Memeriksa dokumen analisis hasil belajar saat supervisi. 

 

Contoh penerapan 

Guru matematika mengelompokkan siswa berdasarkan hasil tes awal, lalu memberikan bimbingan 

khusus bagi siswa yang belum tuntas.  

 

d. Memanfaatkan Kecerdasan Artifisial dan Koding (Operasional) 

Teknologi dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. 

Langkah Operasional  

1) Menyelenggarakan pelatihan penggunaan media digital dan AI bagi guru. 

2) Menyelenggarakan pelatihan koding sederhana melalui proyek (misalnya logika atau algoritma 

dasar) untuk guru 

3) Menginstruksikan guru menggunakan media digital minimal 2 kali dalam sebulan. 

4) Menginstruksikan penggunaan aplikasi pembelajaran berbasis AI sebagai alat bantu belajar. 

5) Memantau penggunaan teknologi melalui supervisi kelas. 

 

Contoh penerapan 

Guru menggunakan aplikasi pembelajaran digital dan proyek sederhana berbasis logika untuk melatih 

berpikir sistematis siswa.  
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3. Mengimplementasikan Program Peserta Didik  

Pengelolaan peserta didik dalam kerangka Manajemen Berbasis Sekolah merupakan suatu siklus 
berkelanjutan yang tidak berhenti pada kelulusan, tetapi juga mencakup hubungan jangka panjang antara 
sekolah dan lulusannya. Hal ini mencerminkan bahwa tanggung jawab sekolah tidak hanya menghasilkan 
lulusan, tetapi juga memastikan keberlanjutan kontribusi mereka di masyarakat. 
a. Menerima Peserta Didik Baru 

Tahap awal dalam pengelolaan peserta didik yang mencakup perencanaan daya tampung, penetapan 

kriteria, dan proses seleksi secara objektif. 

Langkah operasional: 

1) Menetapkan daya tampung berdasarkan analisis sarana, guru, dan rombongan belajar. 

2) Menyusun kebijakan dan kriteria SPMB secara transparan. 

3) Membentuk panitia SPMB yang melibatkan guru dan komite sekolah. 

4) Memanfaatkan sistem digital untuk pendaftaran dan seleksi. 

5) Mengumumkan hasil secara terbuka dan akuntabel. 

 

Contoh penerapan  

Sekolah melaksanakan seleksi berdasarkan zonasi, prestasi, afirmasi, atau perpindahan, 

mempersiapkan akademik/non-akademik bila dibutuhkan dan mengolah nilai atau data seleksi. 

 

b. Menempatkan dan Memberikan Orientasi Peserta Didik Baru 

Proses pengelompokan siswa dan pengenalan lingkungan sekolah agar peserta didik mampu 

beradaptasi secara optimal. 

Langkah operasional: 

1) Menetapkan sistem pengelompokan siswa berbasis data (kemampuan, minat, kebutuhan). 

2) Menyusun program orientasi yang edukatif dan ramah anak. 

3) Melibatkan guru, OSIS, dan orang tua dalam kegiatan orientasi. 

4) Mengintegrasikan nilai-nilai budaya sekolah dalam kegiatan orientasi. 

5) Melakukan evaluasi pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah. 

 

Contoh penerapan  

Menempatkan siswa berdasarkan jumlah rombongan belajar dengan memperhatikan keseimbangan 

jumlah siswa tiap kelas serta mempertimbangkan aspek tertentu (gender, kebutuhan khusus, 

kemampuan awal secara proporsional). 

 

c. Membina dan Mengembangkan Peserta Didik 

Merupakan upaya sistematis dalam mengembangkan potensi akademik dan non-akademik, minat dan 

bakat melalui kegiatan ekstrakurikuler agar potensi siswa berkembang secara optimal. 

Langkah operasional: 

1) Mengarahkan guru mengidentifikasi minat dan bakat siswa melalui observasi dan data. 

2) Menyusun program pembinaan pembiasan: 
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3) Menyelenggarakan kegiatan ekstrakurikuler yang beragam sesuai kebutuhan siswa. 

4) Menetapkan pembina kegiatan yang kompeten. 

5) Memantau pelaksanaan dan perkembangan siswa dalam kegiatan. 

 

Contoh penerapan  

Sekolah menyelenggarakan kegiatan ekstrakurikuler seperti olahraga, seni, dan sains, siswa memilih 

sesuai minatnya, dan guru pembina melakukan pembinaan secara rutin sehingga potensi siswa 

berkembang secara terarah. 

 

d. Menilai Peserta Didik 

Merupakan proses pengukuran dan evaluasi capaian belajar serta perkembangan peserta didik secara 

menyeluruh. 

Langkah operasional: 

1) Menetapkan kebijakan penilaian berbasis kurikulum dan kebutuhan sekolah. 

2) Mendorong guru menggunakan penilaian autentik dan berkelanjutan. 

3) Memanfaatkan hasil penilaian sebagai dasar perbaikan pembelajaran.  

4) Menjamin transparansi hasil belajar kepada siswa dan orang tua. 

5) Melakukan supervisi terhadap pelaksanaan penilaian oleh guru. 

 

Contoh penerapan  

Menetapkan pedoman penilaian (asesmen diagnostik, formatif, sumatif) dan menyusun SOP penilaian 

peserta didik. 

  

e. Mengadministrasikan Peserta Didik 

Merupakan kegiatan pengelolaan data dan dokumen peserta didik secara sistematis, akurat, dan 

berkelanjutan. 

Langkah operasional:  

1) Menetapkan sistem administrasi peserta didik yang tertib dan terintegrasi. 

2) Mengembangkan basis data digital siswa (database sekolah). 

Bangun pagi -- agar lebih siap secara fisik dan mental untuk membentuk disiplin dan kesiapan belajar.

Beribadah sesuai agama masing-masing secara rutin untuk penguatan karakter religius dan moral.

Berolahraga dengan melakukan aktivitas fisik secara teratur untuk menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh.

Makan sehat dan bergizi dengan mengonsumsi makanan bergizi seimbang, dengan mengoptimalkan 
makanan bergizi gratis untuk mendukung tumbuh kembang dan konsentrasi belajar.

Gemar Belajar, dengan membiasakan terus belajar, baik di sekolah maupun mandiri.

Bermasyarakat melalui interaksi positif dengan lingkungan sosial untuk Mengembangkan empati, gotong royong, 
dan kepedulian sosial.

Tidur Cepat dengan membiasakan tidur cukup dan teratur untuk menjaga kesehatan dan kesiapan aktivitas keesokan 
hari.
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3) Menjamin keakuratan dan keamanan data peserta didik. 

4) Menyediakan akses informasi bagi pihak terkait secara proporsional. 

5) Melakukan audit administrasi secara berkala. 

 

Contoh penerapan  

Menetapkan format buku induk, buku klapper, menyusun SOP Administrasi dan menetapkan 

penggunaan aplikasi/database peserta didik (misalnya Dapodik). 

 

f. Mutasi dan Kelulusan 

Proses perpindahan peserta didik dan penetapan kelulusan berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. 

Langkah operasional: 

1) Menyusun prosedur mutasi yang jelas dan tidak diskriminatif. 

2) Menetapkan kriteria kelulusan secara objektif dan berbasis regulasi. 

3) Membentuk tim penetapan kelulusan. 

4) Mendokumentasikan seluruh proses secara administratif. 

5) Mengumumkan hasil secara transparan dan akuntabel. 

 

Contoh penerapan  

Mengumumkan kelulusan secara transparan, menghindari euforia berlebihan yang merugikan, serta 

menggunakan data lulusan untuk evaluasi mutu sekolah. 

g. Membina Alumni 

Upaya menjaga hubungan dan memberdayakan alumni sebagai mitra strategis sekolah. 

Langkah operasional: 

1) Membentuk organisasi atau forum alumni sekolah. 

2) Mengembangkan database alumni secara berkelanjutan. 

3) Melibatkan alumni dalam kegiatan sekolah (motivasi, karir, jejaring). 

4) Menggunakan alumni sebagai sumber umpan balik mutu lulusan. 

5) Membangun kemitraan alumni untuk mendukung pengembangan sekolah. 

 

Contoh penerapan  

Kepala sekolah bersama alumni membentuk ikatan alumni sekolah, menetapkan struktur organisasi 

alumni dan menyusun program kerja bersama alumni. 

 
4. Mengimplementasikan Program Pelayanan Peserta Didik 

a. Layanan Bimbingan dan Konseling  

Sekolah menyediakan layanan bimbingan dan konseling untuk membantu perkembangan akademik, 

sosial, dan emosional siswa secara optimal. 

Langkah operasional: 

1) Mengarahkan guru dan konselor menyusun program bimbingan dan konseling berbasis kebutuhan 

siswa. 

2) Memastikan layanan mencakup aspek akademik, pribadi, sosial, dan karier. 

3) Mendorong identifikasi dini permasalahan siswa melalui data dan observasi.  

4) Mengarahkan pelaksanaan layanan secara terjadwal dan berkelanjutan. 

5) Memantau pelaksanaan layanan dan menindaklanjuti hasilnya. 

 

Selain itu dilaksanakan penanganan permasalahan siswa secara sistematis dan berkelanjutan agar tidak 

mengganggu proses pembelajaran. 

Langkah Operasional: 
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1) Mengarahkan identifikasi permasalahan siswa berdasarkan data dan observasi. 

2) Mengelompokkan jenis permasalahan seperti akademik, perilaku, dan sosial. 

3) Mendorong koordinasi antara guru, wali kelas, dan konselor. 

4) Melibatkan orang tua dalam penanganan permasalahan siswa. 

5) Memantau tindak lanjut dan perkembangan siswa. 

 

Contoh penerapan  

Sekolah menangani siswa yang mengalami penurunan prestasi dan pelanggaran disiplin melalui 

koordinasi antara wali kelas dan guru BK, melakukan pembinaan, serta melibatkan orang tua untuk 

mendukung perbaikan perilaku siswa. 

 

b. Layanan Kesehatan , Kantin sekolah dan Makanan Bergizi 

Layanan kesehatan, kantin sekolah dan makanan bergizi merupakan bagian dari layanan pendukung 

peserta didik untuk menjamin kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan siswa, sehingga mendukung 

proses pembelajaran yang optimal. 

Langkah operasional: 

1) Merencanakan program layanan kesehatan, kantin sehat, dan makanan bergizi gratis. 

2) Mengorganisasikan tim UKS, pengelola kantin, dan pelaksana program makanan bergizi. 

3) Melaksanakan layanan kesehatan, kantin sehat, dan distribusi makanan bergizi gratis. 

4) Mengawasi kualitas kesehatan, kebersihan kantin, dan kelayakan makanan bergizi. 

5) Mengevaluasi dan melakukan tindak lanjut program layanan kesehatan dan makanan bergizi gratis. 

 

Contoh penerapan  

Sekolah terlibat dalam memantau dan memastikan pelaksanaan pembagian makanan bergizi gratis 

kepada siswa berlangsung dengan menu yang sehat, dilakukan secara tertib, serta disertai pembiasaan 

mengonsumsi makanan sehat dengan memperhatikan kualitas dan kebersihan makanan. 

 

c. Layanan Perpustakaan Sekolah 

Perpustakaan merupakan pusat sumber belajar yang mendukung peningkatan literasi, pengetahuan, dan 

keterampilan peserta didik. 

Langkah operasional: 

1) Mengorganisasikan pengelolaan perpustakaan (penugasan pustakawan/guru)  

2) Menyediakan dan mengembangkan sarana, prasarana, dan koleksi buku  

3) Mendorong pelaksanaan program literasi sekolah (misalnya membaca rutin)  

4) Mengintegrasikan perpustakaan dengan kegiatan pembelajaran  

5) Mengawasi pengelolaan administrasi perpustakaan (katalog, peminjaman, data)  

6) Memantau pemanfaatan perpustakaan oleh siswa dan guru 

 

Contoh penerapan  

Sekolah menyediakan bahan bacaan yang beragam (buku pelajaran, literasi, referensi, digital) , dilakukan 

kegiatan literasi (membaca 10–15 menit sebelum pembelajaran), menyediakan pojok baca atau untuk 

program literasi. 

 

5. Mengimplementasikan Program Pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan 

Pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, 

pelaksanaan, dan evaluasi sumber daya manusia di sekolah secara mandiri, partisipatif, transparan, dan 

berbasis kebutuhan sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan. 
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Langkah operasional: 

a. Merencanakan Kebutuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan  

1) Mengidentifikasi kebutuhan guru dan tenaga kependidikan. 

2) Menyusun analisis beban kerja. 

3) Merencanakan pengembangan kompetensi. 

 

b. Menata dan Menetapkan Penugasan 

1) Menetapkan pembagian tugas mengajar dan tugas tambahan. 

2) Menunjuk wali kelas, pembina ekstrakurikuler, dan koordinator program. 

3) Menyesuaikan penugasan dengan kompetensi. 

 

c. Mengembangkan Kompetensi 

1) Mengikutsertakan guru dalam pelatihan, workshop, dan MGMP. 

2) Melaksanakan In House Training (IHT). 

3) Mendorong pengembangan profesional berkelanjutan. 

 

d. Membina dan Mensupervisi  

1) Melaksanakan supervisi akademik. 

2) Memberikan pembinaan kinerja dan disiplin. 

3) Mendorong budaya kerja profesional dan kolaboratif. 

e. Memberikan penilaian Kinerja 

1) Melaksanakan penilaian kinerja guru dan tenaga kependidikan. 

2) Menggunakan hasil penilaian untuk pembinaan. 

3) Memberikan umpan balik dan penghargaan. 

 

f. Mengelola Administrasi Kepegawaian 

1) Mengelola data kepegawaian (kehadiran, kinerja, riwayat). 

2) Menyusun dokumen administrasi (SK pembagian tugas, dll.). 

3) Menjamin ketertiban administrasi. 

 

g. Memotivasi dan Menyejahterakan  

1) Membangun iklim kerja yang kondusif. 

2) Memberikan penghargaan atas prestasi. 

3) Memperhatikan kesejahteraan tenaga pendidik. 

 

h. Mengevaluasi dan melakukan Tindak Lanjut 

1) Mengevaluasi kinerja pendidik dan tenaga kependidikan. 

2) Menyusun program perbaikan dan pengembangan. 

3) Mengembangkan inovasi dalam pengelolaan SDM. 

 

Contoh penerapan  

Kepala sekolah memetakan kompetensi guru melalui supervisi, kemudian menyelenggarakan pelatihan 

pembelajaran berbasis proyek, mendorong guru berbagi praktik baik melalui pertemuan rutin, serta 

memberikan penghargaan kepada guru yang menunjukkan peningkatan kinerja. 
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6. Mengimplementasikan Program Sarana dan Prasarana 

a. Merencanakan dan Memanfaatkan Fasilitas Sekolah  

Pengelolaan sarana dan prasarana dilaksanakan dengan merencanakan dan memanfaatkan fasilitas 

sekolah secara optimal untuk mendukung proses pembelajaran. 

Langkah operasional:  

1) Melakukan inventarisasi seluruh fasilitas sekolah secara lengkap. 

2) Mengidentifikasi kebutuhan fasilitas berdasarkan program pembelajaran. 

3) Menyusun rencana pemanfaatan fasilitas sesuai prioritas kebutuhan. 

4) Mengarahkan penggunaan fasilitas untuk mendukung kegiatan pembelajaran. 

5) Memantau pemanfaatan fasilitas agar digunakan secara maksimal. 

 

Contoh penerapan  

Kepala sekolah melakukan pendataan fasilitas seperti ruang kelas dan perangkat teknologi, kemudian 

mengatur penggunaannya untuk mendukung pembelajaran, sehingga fasilitas yang ada dimanfaatkan 

secara optimal. 

 

b. Memelihara Sarana Pembelajaran  

Pengelolaan sarana dan prasarana dilaksanakan dengan melakukan pemeliharaan secara rutin agar 

fasilitas tetap layak digunakan dan mendukung pembelajaran. 

Langkah operasional: 

1) Menyusun jadwal pemeliharaan sarana secara berkala. 

2) Menugaskan petugas untuk melakukan perawatan fasilitas. 

3) Mendorong warga sekolah menjaga dan menggunakan fasilitas dengan baik. 

4) Mengidentifikasi kerusakan dan segera melakukan perbaikan. 

5) Memantau kondisi sarana secara berkala. 

 

Contoh penerapan  

Sekolah melakukan pengecekan rutin fasilitas seperti ruang kelas dan perangkat pembelajaran, 

melakukan perbaikan jika ditemukan kerusakan, serta melibatkan siswa dalam menjaga kebersihan dan 

kerapian lingkungan sekolah. 

 

c. Mengembangkan Lingkungan Belajar Yang Aman dan Kondusif  

Pengelolaan sarana dan prasarana dilaksanakan dengan menciptakan lingkungan belajar yang aman, 

nyaman, dan mendukung proses pembelajaran. 

Langkah operasional: 

1) Mengarahkan penataan lingkungan sekolah agar bersih, rapi, dan aman. 

2) Menetapkan aturan untuk menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan sekolah. 

3) Mendorong partisipasi warga sekolah dalam menjaga lingkungan. 

4) Mengidentifikasi potensi risiko dan melakukan pencegahan. 

5) Memantau kondisi lingkungan secara berkala. 

 

Contoh penerapan  

Sekolah menata ruang kelas dan lingkungan agar bersih dan nyaman, menerapkan aturan kebersihan 

dan keamanan, serta melibatkan siswa dalam kegiatan menjaga lingkungan sekolah. 

 

d. Menyediakan Fasilitas Teknologi dan Informasi Untuk Operasional Manajemen  

Pengelolaan sarana dan prasarana dilaksanakan dengan menyediakan fasilitas teknologi dan informasi 

untuk mendukung operasional manajemen dan pembelajaran. 
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Langkah operasional: 

1) Mengidentifikasi kebutuhan fasilitas teknologi untuk pembelajaran dan manajemen. 

2) Menyusun rencana pengadaan sesuai prioritas kebutuhan. 

3) Mengarahkan pemanfaatan teknologi untuk mendukung pembelajaran dan administrasi. 

4) Mendorong guru dan tenaga kependidikan menggunakan teknologi secara efektif. 

5) Memantau penggunaan fasilitas teknologi secara berkala. 

 

Contoh penerapan  

Sekolah menyediakan perangkat teknologi seperti komputer dan jaringan internet, digunakan untuk 

pembelajaran dan administrasi, serta melatih guru dalam pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan 

efektivitas kerja. 

 

7. Mengimplementasikan Program Keuangan 

a. Menyusun dan Mengimplementasikan RKASP  

Pengelolaan keuangan dilaksanakan dengan menyusun dan melaksanakan RKASP secara terencana 

dan sesuai kebutuhan sekolah untuk mendukung program peningkatan mutu. 

Langkah Praktis Kepala Sekolah: 

1) Menyusun RKASP berdasarkan program dalam RKJP dan prioritas kebutuhan sekolah. 

2) Melibatkan tim manajemen dan komite sekolah dalam penyusunan RKASP. 

3) Menetapkan alokasi anggaran sesuai program prioritas. 

4) Melaksanakan penggunaan anggaran sesuai perencanaan yang telah ditetapkan. 

5) Memantau pelaksanaan RKASP secara berkala. 

Contoh penerapan  

Sekolah menyusun RKASP berdasarkan program peningkatan mutu pembelajaran, menetapkan 

alokasi anggaran untuk pelatihan guru dan pengadaan sarana, kemudian melaksanakan dan 

memantau penggunaan anggaran sesuai rencana. 

 

b. Mengelola Dana BOS dan Sumber Lainnya  

Mengelola dana BOS dan sumber lainnya secara tepat sasaran untuk mendukung kegiatan sekolah. 

Langkah Praktis Kepala Sekolah: 

1) Mengelola dana sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

2) Mengalokasikan dana untuk mendukung kegiatan pembelajaran dan operasional sekolah. 

3) Memastikan penggunaan dana sesuai dengan RKASP. 

4) Mengoptimalkan pemanfaatan sumber dana lainnya. 

5) Memantau penggunaan dana agar tepat sasaran. 

 

Contoh penerapan  

Sekolah menggunakan dana BOS untuk mendukung kegiatan pembelajaran, pengadaan sarana, dan 

operasional sekolah, serta mengelola sumber dana lain untuk memperkuat program prioritas sesuai 

kebutuhan sekolah. 

 

c. Mewujudkan Transparansi dan Menyusun Laporan Keuangan  

Mengelola keuangan dengan menjamin transparansi dan menyusun pelaporan keuangan secara 

terbuka dan akuntabel. 

Langkah operasional: 

1) Mencatat seluruh pemasukan dan pengeluaran dana secara tertib. 

2) Menyusun laporan keuangan secara berkala. 

3) Menyampaikan laporan kepada komite sekolah dan warga sekolah. 
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4) Membuka akses informasi keuangan sesuai ketentuan. 

5) Melibatkan komite sekolah dalam pengawasan penggunaan dana. 

 

Contoh penerapan  

Sekolah menyusun laporan penggunaan dana secara berkala dan menyampaikannya dalam rapat 

bersama komite sekolah, sehingga penggunaan anggaran dapat diketahui dan diawasi secara terbuka. 

 

d. Mengefisiensikan dan mengefektifitaskan Penggunaan Anggaran  

Mengelola keuangan dilaksanakan dengan menggunakan anggaran secara efisien dan efektif agar 

seluruh program sekolah dapat berjalan optimal. 

Langkah operasional: 

1) Mengarahkan penggunaan anggaran sesuai program prioritas. 

2) Menghindari pengeluaran yang tidak mendukung peningkatan mutu pembelajaran. 

3) Memastikan penggunaan dana tepat sasaran dan sesuai kebutuhan. 

4) Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia. 

5) Mengevaluasi penggunaan anggaran secara berkala. 

 

Contoh penerapan  

Sekolah memprioritaskan penggunaan anggaran untuk kegiatan pembelajaran dan pengembangan 

kompetensi guru, serta menghindari pengeluaran yang tidak berdampak langsung pada peningkatan 

mutu pendidikan. 

 

8. Mengimplementasikan Kemitraan dan Partisipasi Masyarakat 

a. Program Pelibatan Komite Sekolah dalam Program Sekolah  

Kemitraan dilaksanakan dengan melibatkan komite sekolah dalam perencanaan dan pelaksanaan 

program agar pengelolaan sekolah berjalan transparan dan akuntabel. 

Langkah operasional  

1) Melibatkan komite sekolah dalam penyusunan program dan pengambilan keputusan. 

2) Menyampaikan rencana program dan anggaran secara terbuka. 

3) Mengajak komite sekolah memberikan masukan dan pertimbangan. 

4) Melibatkan komite dalam pengawasan pelaksanaan program. 

5) Menjalin komunikasi rutin dengan komite sekolah. 

 

Contoh penerapan  

Kepala sekolah melibatkan komite dalam rapat penyusunan program dan anggaran, meminta masukan 

terkait prioritas kegiatan, serta melibatkan komite dalam memantau pelaksanaan program sekolah. 

 

b. Kolaborasi dengan Orang Tua Peserta Didik  

Kemitraan dilaksanakan dengan melibatkan orang tua dalam kegiatan sekolah untuk mendukung 

perkembangan belajar dan karakter peserta didik. 

Langkah operasional: 

1) Mengarahkan guru membangun komunikasi aktif dengan orang tua. 

2) Melibatkan orang tua dalam kegiatan sekolah dan pembinaan siswa. 

3) Menyampaikan perkembangan belajar siswa secara berkala. 

4) Mendorong orang tua mendukung kegiatan belajar di rumah. 

5) Menyediakan ruang komunikasi antara sekolah dan orang tua. 
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Contoh penerapan 

Sekolah menyelenggarakan pertemuan rutin dengan orang tua untuk menyampaikan perkembangan 

siswa, melibatkan orang tua dalam kegiatan sekolah, serta bekerja sama dalam membina disiplin dan 

karakter siswa. 

 

9. Kerja sama dengan Dunia Usaha, Industri, dan Lembaga Lain  

Kemitraan dilaksanakan dengan menjalin kerja sama dengan dunia usaha, industri, dan lembaga lain 

untuk mendukung pengembangan program sekolah dan pembelajaran. 

Langkah operasional: 

a. Mengidentifikasi pihak dunia usaha, industri, dan lembaga yang relevan. 

b. Menjalin kerja sama untuk mendukung kegiatan pembelajaran dan pengembangan sekolah. 

c. Menyusun program bersama yang bermanfaat bagi siswa. 

d. Memanfaatkan kerja sama untuk meningkatkan pengalaman belajar siswa. 

e. Memantau pelaksanaan dan keberlanjutan kerja sama. 

 

Contoh penerapan  

Sekolah bekerja sama dengan lembaga pendidikan dan dunia usaha untuk mendukung kegiatan 

pembelajaran berbasis proyek, memberikan pengalaman nyata kepada siswa, serta memperluas wawasan 

mereka. 

 

10. Dukungan Masyarakat terhadap Program Sekolah  

Kemitraan dilaksanakan dengan membangun dukungan masyarakat melalui komunikasi terbuka agar 

program sekolah dapat berjalan secara optimal. 

Langkah operasional  

a. Menyampaikan program dan capaian sekolah kepada masyarakat secara terbuka. 

b. Mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan sekolah. 

c. Membangun komunikasi yang baik dengan lingkungan sekitar. 

d. Melibatkan masyarakat dalam kegiatan yang mendukung sekolah. 

e. Memanfaatkan dukungan masyarakat untuk pengembangan program sekolah. 

 

Contoh penerapan di SMP 

Sekolah menyampaikan program dan hasil kegiatan kepada masyarakat melalui pertemuan atau media 

komunikasi, serta melibatkan masyarakat dalam kegiatan sekolah sehingga tercipta dukungan yang kuat 

terhadap program pendidikan. 
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BAB VI 

MONITORING, EVALUASI, SUPERVISI, DAN ADVOKASI MBS 

 

Bagian ini menguraikan kerangka kerja yang terstruktur untuk memantau dan mengevaluasi implementasi 

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) guna memastikan tercapainya mutu pendidikan. Kerangka ini mencakup 

siklus sistematis yang meliputi penetapan indikator keberhasilan, penggunaan instrumen evaluasi yang relevan, 

serta pelaporan hasil sebagai dasar pengambilan tindakan perbaikan. 

Melalui kegiatan monitoring, evaluasi, dan advokasi yang terintegrasi, sekolah dapat memastikan 

keterlaksanaan program sekaligus meningkatkan kinerja pendidik dan tenaga kependidikan. Proses ini juga 

memungkinkan identifikasi berbagai tantangan operasional yang dihadapi sekolah, sehingga dapat disusun 

langkah perbaikan dan rekomendasi strategis yang tepat. 

Dengan demikian, monitoring, evaluasi, dan advokasi tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendalian, tetapi 

juga sebagai mekanisme pembelajaran organisasi untuk membantu sekolah memenuhi Standar Nasional 

Pendidikan. Pada akhirnya, proses ini menjadi peta jalan dalam mewujudkan peningkatan mutu secara 

berkelanjutan serta tata kelola sekolah yang efektif dan akuntabel. 

 

 

Gambar 6. 1. Siklus Monev, Supervisi dan Advokasi MBS 

A. Monitoring dan Evaluasi Implementasi MBS 

Monitoring dan evaluasi (Monev) pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di SMP merupakan 

proses penting untuk memastikan bahwa pengelolaan sekolah berjalan efektif, transparan, dan berorientasi pada 

peningkatan mutu. Monev dilakukan untuk menilai ketercapaian perencanaan, pengorganisasian, dan 

pelaksanaan program sekolah secara menyeluruh. Oleh karena itu, perlu ditetapkan indikator keberhasilan yang 

disepakati oleh seluruh warga sekolah sebagai acuan bersama. 

Beberapa contoh indikator keberhasilan pelaksanaan MBS antara lain: penyusunan RKASP secara 

partisipatif, pengelolaan dana BOS yang transparan dan akuntabel, tidak adanya pungutan ilegal, berfungsinya 

komite sekolah sesuai regulasi, meningkatnya mutu akademik, terciptanya lingkungan sekolah yang kondusif, 

serta ketercapaian Standar Nasional Pendidikan. Indikator tersebut bersifat fleksibel dan dapat dikembangkan 

sesuai kebutuhan dan kesepakatan sekolah. 
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Apabila ditemukan ketidaksesuaian atau ketidaktercapaian, maka dilakukan tindak lanjut melalui klarifikasi 

internal, mediasi oleh komite sekolah atau pengawas, serta pelaporan kepada Dinas Pendidikan untuk 

mendapatkan pembinaan, supervisi, dan advokasi. Proses ini dilaksanakan secara berkelanjutan dalam siklus 

PDCA (Plan–Do–Check–Act) sebagai bagian dari upaya perbaikan mutu secara terus-menerus. 

 

1. Langkah-Langkah Monitoring dan Evaluasi 

a. Merencanakan Monev 

Menetapkan tujuan monitoring dan evaluasi, merumuskan indikator keberhasilan, serta menyusun 

instrumen yang relevan sebagai alat pengumpulan data. 

b. Melaksanakan Monev 

Melakukan pengumpulan data melalui berbagai teknik, diikuti dengan proses verifikasi dan validasi 

untuk memastikan keakuratan dan keandalan data. 

c. Melakukan Evaluasi Monev 

Melakukan analisis kesenjangan (gap analysis) antara kondisi aktual dan target yang ditetapkan, serta 

menilai dampak program terhadap peningkatan mutu pendidikan. 

d. Melaporkan Hasil Monev 

Menyusun laporan hasil evaluasi secara sistematis dengan mengedepankan prinsip PLOR (Problem, 

Location, Objective, Reference), serta menyampaikan hasil kepada pemangku kepentingan sebagai 

dasar pengambilan keputusan. 

e. Menindaklanjuti Hasil Monev 

Menyusun rencana perbaikan berdasarkan hasil evaluasi, melaksanakan re-monitoring secara berkala 

(per semester atau tahunan), serta memastikan seluruh rekomendasi dijalankan sebagai bagian dari 

continuous improvement. 

 

 
 

Gambar 6. 2. Langkah-Langkah Monev 
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Gambar 6. 3. Contoh Siklus Monev MBS SMP 

 

2. Indikator Keberhasilan MBS 

Indikator merupakan tolok ukur yang digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan suatu program atau 

kegiatan secara objektif dan terukur. Dalam konteks Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), indikator 

keberhasilan menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa pengelolaan sekolah berjalan sesuai 

dengan prinsip-prinsip MBS dan berkontribusi terhadap peningkatan mutu pendidikan. 

Di Indonesia, keberhasilan peningkatan mutu pendidikan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan 

(SNP) sebagai rujukan utama. SNP tidak hanya mencerminkan capaian akademik, tetapi juga mencakup 

aspek non-akademik, tata kelola, serta kualitas proses dan hasil pendidikan secara menyeluruh. Oleh karena 

itu, indikator keberhasilan MBS perlu dirumuskan secara selaras dengan capaian SNP, sehingga dapat 

memberikan gambaran komprehensif tentang kinerja sekolah. 

Dalam panduan ini, indikator keberhasilan MBS disusun dengan mengacu pada prinsip-prinsip dasar 

MBS serta ketercapaian SNP, dan diperkaya dari berbagai kajian literatur. Namun demikian, sebagai 

konsekuensi dari penerapan MBS yang berbasis otonomi, sekolah memiliki ruang untuk mengembangkan, 

memodifikasi, dan menyesuaikan indikator tersebut sesuai dengan kondisi, kebutuhan, dan karakteristik 

masing-masing. Hal ini penting mengingat setiap sekolah memiliki konteks yang berbeda, baik dari segi 

sumber daya, lingkungan, maupun tantangan yang dihadapi. 

Secara konseptual, MBS bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, mutu, dan pemerataan pendidikan 

melalui penguatan kemandirian sekolah. Tujuan tersebut kemudian dapat diturunkan ke dalam indikator 

keberhasilan yang lebih operasional sebagai berikut: 

a. Kemandirian Sekolah 

Sekolah mampu merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program secara mandiri berbasis 

data dan kebutuhan nyata.  

b. Partisipasi Masyarakat 

Terwujudnya keterlibatan aktif orang tua, komite sekolah, dan masyarakat dalam pengambilan 

keputusan serta pelaksanaan program sekolah.  

c. Transparansi dan Akuntabilitas 

Pengelolaan program dan keuangan dilakukan secara terbuka, dapat diakses, serta 

dipertanggungjawabkan kepada publik.  

d. Kepemimpinan Kepala Sekolah yang Efektif 

Kepala sekolah mampu menggerakkan sumber daya, membangun budaya mutu, serta memimpin 

pembelajaran secara profesional.  

e. Peningkatan Mutu Pembelajaran 

Terjadi peningkatan kualitas proses pembelajaran dan hasil belajar peserta didik secara berkelanjutan.  

f. Iklim Sekolah yang Nyaman dan Kondusif 

Terciptanya lingkungan belajar yang aman, inklusif, tertib, dan mendukung perkembangan peserta 

didik.  

g. Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan 

Pemanfaatan sumber daya dilakukan secara optimal untuk mencapai hasil yang maksimal dengan 

proses yang efisien.  
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h. Monitoring, Evaluasi, dan Perbaikan Berkelanjutan (Continuous Improvement) 

Sekolah secara konsisten melakukan monitoring dan evaluasi, serta menindaklanjuti hasilnya untuk 

perbaikan mutu secara berkelanjutan.  

 

Dengan demikian, indikator keberhasilan MBS tidak hanya berfungsi sebagai alat ukur, tetapi juga 

sebagai instrumen refleksi dan pengendalian mutu yang mendorong sekolah untuk terus berkembang secara 

adaptif, akuntabel, dan berkelanjutan. 

 

 

Gambar 6. 4. Kompas keberhasilan MBS 

3. Instrumen Monev MBS 

Instrumen merupakan alat yang digunakan untuk mengukur ketercapaian pelaksanaan program dalam 

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Dalam panduan ini disajikan contoh instrumen yang bersifat tidak 

mengikat. Hal ini sejalan dengan prinsip MBS yang menekankan otonomi dan kemandirian sekolah, sehingga 

setiap satuan pendidikan didorong untuk mengembangkan instrumen sesuai dengan kondisi, situasi, dan 

kebutuhan masing-masing. 

Pengembangan instrumen dapat dilakukan melalui berbagai metode, seperti studi dokumen, 

wawancara, observasi, maupun teknik pengumpulan data lainnya yang relevan. Fleksibilitas ini 

memungkinkan sekolah memperoleh data yang lebih komprehensif dan kontekstual sebagai dasar evaluasi 

dan pengambilan keputusan. 

Sebagai prinsip utama, setiap instrumen atau alat yang digunakan dalam kegiatan monitoring dan 

evaluasi harus dikomunikasikan, disepakati, dan dipahami oleh seluruh warga sekolah. Hal ini penting untuk 

memastikan transparansi, partisipasi, serta kesesuaian dengan prinsip-prinsip MBS dalam implementasinya. 

Contoh format instrumen monitoring dan evaluasi dapat pada bagian Lampiran 7. 

 

4. Pelaporan Hasil Monitoring Evaluasi 

Pelaporan hasil evaluasi merupakan bagian penting dalam proses evaluasi diri sekolah yang dilakukan 

secara sistematis dengan menggunakan kaidah ilmiah berbasis data empiris, sesuai tahapan monitoring dan 

evaluasi yang telah ditetapkan. Hasil Monev tersebut selanjutnya dimanfaatkan sebagai dasar dalam 

melakukan perbaikan berkelanjutan melalui suatu siklus yang terintegrasi dan berkesinambungan. 
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Dalam penyusunannya, pelaporan hasil evaluasi harus mengedepankan prinsip PLOR (Problem, 

Location, Objective, Reference) agar informasi yang disajikan bersifat jelas, terarah, dan dapat ditindaklanjuti 

secara efektif dalam upaya peningkatan mutu pendidikan. 

 

5. Tindak Lanjut Perbaikan 

Hasil monitoring merupakan bentuk refleksi internal sekolah yang digunakan sebagai dasar dalam 

menyusun strategi perbaikan program dan kegiatan ke depan. Proses ini memungkinkan sekolah 

mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dihadapi secara lebih objektif dan 

berbasis data. 

Dalam praktiknya, terdapat berbagai model evaluasi dan strategi yang dapat digunakan untuk mengukur 

capaian serta merencanakan perbaikan. Dalam panduan ini disajikan beberapa contoh pendekatan, antara 

lain Business Model Canvas (BMC) dan analisis SWOT, yang dapat membantu sekolah dalam merumuskan 

langkah strategis secara lebih terarah. 

Namun demikian, sejalan dengan prinsip Manajemen Berbasis Sekolah yang menekankan otonomi dan 

kemandirian, sekolah dapat mengembangkan atau memilih model evaluasi lainnya sesuai dengan 

kebutuhan, konteks, serta hasil kesepakatan seluruh warga sekolah. Pendekatan yang digunakan 

diharapkan mampu mendukung proses perbaikan berkelanjutan secara efektif dan kontekstual. 

  

 

Gambar 6. 5. Lensa Refleksi perbaikan menggunakan BMC 
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Gambar 6. 6. Kalibrasi Strategi Perbaikan menggunakan SWOT 

 

B. Advokasi dan Supervisi 

Dalam implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), advokasi dan supervisi merupakan dua 

komponen penting yang saling melengkapi dalam mendukung peningkatan mutu pengelolaan sekolah. Keduanya 

berfungsi sebagai mekanisme pembinaan, penguatan kapasitas, serta pengendalian mutu agar pelaksanaan MBS 

berjalan sesuai dengan prinsip, standar, dan tujuan yang telah ditetapkan. Advokasi berfokus pada pendampingan 

dan pemberian dukungan dalam mengatasi berbagai kendala implementasi, sedangkan supervisi menitikberatkan 

pada pemantauan, penilaian, dan pembinaan terhadap kinerja sekolah. Oleh karena itu, kedua aspek ini perlu 

dipahami dan dilaksanakan secara terpadu. 

Pada bagian berikut akan diuraikan secara lebih rinci mengenai advokasi dan supervisi sebagai bagian dari 

upaya peningkatan mutu pendidikan berbasis sekolah. 

1. Advokasi  

Advokasi merupakan upaya pendampingan, penguatan kapasitas, serta dukungan kebijakan untuk 

memastikan implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) berjalan secara efektif. Dalam konteks MBS, 

advokasi dimaknai sebagai proses pemberian bantuan kepada sekolah dalam menghadapi berbagai 

permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan pendidikan. 

Advokasi menjadi penting terutama bagi sekolah yang belum memperoleh sosialisasi, bimbingan teknis, 

atau pendampingan yang memadai, sehingga mengalami kendala dalam mengimplementasikan prinsip-

prinsip MBS secara optimal. Oleh karena itu, advokasi berfungsi sebagai mekanisme dukungan untuk 

memperkuat pemahaman, keterampilan, dan kapasitas sekolah dalam menjalankan MBS. 

Pelaksanaan advokasi dilakukan secara sinergis oleh berbagai pihak yang memiliki peran dalam 

penyelenggaraan pendidikan, yaitu pemerintah, pemerintah daerah, pengawas sekolah, serta komite 

sekolah. Pemerintah melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT), seperti BBPMP dan/atau BPMP, berperan dalam 

memberikan pendampingan teknis, penguatan kapasitas, serta fasilitasi implementasi kebijakan di tingkat 

satuan pendidikan. 

Bentuk advokasi diarahkan pada penguatan implementasi prinsip-prinsip MBS, antara lain otonomi 

sekolah dalam pengelolaan sumber daya, kepemimpinan kepala sekolah yang efektif, partisipasi aktif warga 

sekolah dan masyarakat, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran, serta pengambilan 

keputusan berbasis data. 
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Secara umum, kegiatan supervisi dan advokasi bertujuan untuk: (1) melakukan pembinaan dan 

pemantauan pelaksanaan program sekolah; (2) meningkatkan kinerja kepala sekolah, guru, dan tenaga 

kependidikan; (3) menilai efektivitas pengelolaan sekolah serta memastikan pemenuhan Standar Nasional 

Pendidikan; (4) mengidentifikasi permasalahan dalam pengelolaan dan pelaksanaan program serta 

memberikan bimbingan teknis; dan (5) memberikan rekomendasi perbaikan sebagai dasar peningkatan mutu 

pendidikan secara berkelanjutan. 

 

Tabel 6. 1. Kuadran Peran Advokasi MBS SMP 

Entitas Advokasi Pelaksana Bentuk Advokasi 

Pemerintah  Direktorat SMP Menyusun panduan Supervisi dan Advokasi 

UPT  BBMP dan/atau BPMP 1. Perumusan dan Penyelarasan Kebijakan Mutu: 
a. Menerjemahkan kebijakan nasional (misalnya dari Direktorat 

SMP Kemdikdasmen) ke dalam strategi implementasi di 
daerah. 

b. Memastikan MBS selaras dengan kebijakan nasional seperti 
Pembelajaran Mendalam, Koding, Kecerdasan Artifisial dan 
Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). 

2. Pendampingan Pemerintah Daerah 
a. Memberikan advokasi kepada Dinas Pendidikan 

Provinsi/Kabupaten/Kota terkait penguatan tata kelola sekolah 
berbasis MBS. 

b. Membantu pemda dalam penyusunan kebijakan daerah yang 
mendukung otonomi dan akuntabilitas sekolah. 

3. Fasilitasi dan Penguatan Kapasitas 
a. Melaksanakan bimtek/workshop bagi kepala SMP, pengawas, 

dan tim penjaminan mutu sekolah. 
b. Menguatkan kapasitas kepemimpinan kepala sekolah dalam 

pengambilan keputusan berbasis data. 
4. Monitoring dan Evaluasi 

a. Melakukan pemetaan mutu pendidikan. 
b. Memberikan rekomendasi berbasis data untuk perbaikan 

implementasi MBS di SMP. 

Pemerintah Daerah Dinas terkait. Tujuan 
utama proses advokasi 
dari dinas adalah untuk 
memastikan sekolah 
mampu mengelola 
kewenangan secara 
profesional. 

1. Sosialisasi kebijakan MBS dan regulasi terbaru, pelatihan kepala 
sekolah dan tim manajemen sekolah (RKASP, BOS, SNP); 

2. Pendampingan penyusunan RKJM (Rencana Kerja Jangka 
Menengah), RKASP (Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan 
Pndidikan) serta Evaluasi Diri Sekolah (EDS). 

Pengawas Sekolah Pengawas. Tujuan utama 
proses advokasi dari 
Pengawas adalah 
memastikan transparansi 
pengelolaan dana (BOS), 
pelibatan komite sekolah 
sesuai aturan, penguatan 
budaya mutu dan 
akuntabilitas publik 

1. Konsultan manajemen; 
2. Fasilitator peningkatan mutu,  
3. Mediator jika terjadi konflik internal (misalnya iuran, komite, 

transparansi dana) 

Komite Sekolah Komite. Tujuan utama 
advokasi dari komite 
sekolah adalah 
mendukung kebijakan 
sekolah untuk memenuhi 
pronsip value for money 
(economy, effective, 
efficient) dan good school 
governance (transparancy, 
accountability, 
participation) 

1. Memberi pertimbangan kebijakan sekolah,  
2. Menggalang dukungan (bukan pungutan wajib),  
3. Mengawasi transparansi anggaran. 
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Gambar 6. 7. Ekosistem Advokasi MBS 

2. Supervisi 

Supervisi dalam implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di SMP menitikberatkan pada 

peran kepala sekolah dalam membina, mengawasi, dan membimbing seluruh unsur sekolah guna 

memastikan terlaksananya otonomi sekolah, fleksibilitas pengelolaan, serta partisipasi warga sekolah secara 

efektif. Tujuan utama supervisi adalah meningkatkan mutu pembelajaran dan kinerja profesional pendidik 

dengan tetap mengacu pada prinsip-prinsip MBS. 

Sebagaimana halnya advokasi, supervisi perlu melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam 

menilai kinerja kepala sekolah dan efektivitas pelaksanaan MBS. Supervisi berfungsi sebagai proses 

pembinaan sekaligus pengendalian untuk memastikan bahwa pengelolaan sekolah berjalan sesuai standar 

yang ditetapkan. Dalam konteks nasional, standar tersebut merujuk pada Standar Nasional Pendidikan 

(SNP) yang terdiri atas delapan standar sebagai satu kesatuan sistem peningkatan mutu pendidikan. 

Delapan SNP tersebut mencakup Standar Kompetensi Lulusan sebagai tujuan akhir, yang dicapai 

melalui proses pembelajaran (standar isi, proses, dan penilaian), dengan dukungan sumber daya (standar 

pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, serta pembiayaan), serta pengelolaan sekolah 

(standar pengelolaan). Oleh karena itu, seluruh program dan kegiatan sekolah dalam kerangka MBS harus 

diarahkan pada pencapaian SNP secara terpadu dan berkelanjutan. 

Dalam panduan ini, supervisi dibedakan menjadi dua, yaitu supervisi internal dan supervisi eksternal, 

yang masing-masing mencakup aspek supervisi pembelajaran dan supervisi manajerial. Supervisi eksternal 

dilakukan oleh pengawas sekolah terhadap kepala sekolah, sedangkan supervisi internal dilaksanakan oleh 

kepala sekolah dan/atau tim penjaminan mutu internal kepada guru dan tenaga kependidikan. 

Supervisi pembelajaran meliputi perencanaan pembelajaran, pelaksanaan kurikulum, penilaian hasil 

belajar, serta program peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan. Sementara itu, supervisi 

manajerial mencakup perencanaan sekolah (RKJM, RKJP dan RKASP), pengelolaan dana BOS, 

pengelolaan sumber daya manusia, administrasi sekolah, serta evaluasi kinerja sekolah. 

Pelaksanaan supervisi dapat menggunakan berbagai metode, seperti monitoring rutin, audit dokumen, 

wawancara, dan observasi lapangan. Kegiatan tersebut dilakukan melalui forum seperti rapat evaluasi rutin, 

peninjauan capaian indikator kinerja, serta audit atau review transparansi laporan keuangan yang 

dilaksanakan secara terjadwal dan berdasarkan kesepakatan seluruh warga sekolah. 
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Tabel 6. 2. Supervisi MBS SMP 

Supervisi/ 
Kelompok 

Pelaksana 
Supervisi 

Objek Supervisi Pembelajaran Manajerial Bentuk Supervisi 

Internal Kepala 
Sekolah 
dan/atau Tim 
penjamin 
mutu internal 

1. Guru 
2. Tenaga 

Kependidikan 

1. Perencanaan 
pembelajaran 

2. Pelaksanaan 
kurikulum 

3. Penilaian hasil 
belajar 

4. Program 
peningkatan mutu 
guru dan/atau 
tenaga 
kependidikan 

 

1. Perencanaan 
(RKJM, RKASP) 

2. Pengelolaan 
dana BOS, 
Pengelolaan 
SDM 

3. Administrasi 
sekolah 

4. Evaluasi kinerja 
sekolah 

1. Monitoring rutin 
2. Audit dokumen 
3. Wawancara 
4. Observasi 

lapangan 

Media: 

1. Rapat evaluasi 
rutin 

2. Review capaian 
indikator kinerja 

3. Audit/review 
transparansi 
laporan 
keuangan 

Eksternal Pengawas Kepala Sekolah 
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BAB VII 

PENUTUP 

 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya Pasal 51, 

memberikan amanat kepada satuan pendidikan untuk menyelenggarakan pengelolaan pendidikan berdasarkan 

prinsip Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), yaitu otonomi, akuntabilitas, penjaminan mutu, serta evaluasi yang 

transparan. Amanat ini menjadi landasan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan kebijakan 

pendidikan, melakukan pembinaan dan pendampingan kepada satuan pendidikan, serta mendorong partisipasi 

aktif masyarakat dan orang tua dalam penyelenggaraan pendidikan. 

Implementasi MBS yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan menunjukkan bahwa 

pendekatan ini memiliki kekuatan hukum yang tinggi dan menjadi kewajiban bagi seluruh pihak yang bertanggung 

jawab dalam penyelenggaraan pendidikan. Berbagai landasan hukum, kajian teoritis, hasil diskusi, serta praktik-

praktik baik yang telah diuraikan dalam Panduan ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam 

mengimplementasikan MBS secara efektif di satuan pendidikan. 

Peran dan tanggung jawab para pemangku kepentingan pendidikan, strategi pelaksanaan MBS, pengelolaan 

pembiayaan, serta mekanisme supervisi, monitoring, dan evaluasi yang telah disajikan dalam Panduan ini 

diharapkan dapat dijadikan acuan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT), Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, 

pengawas, serta sekolah dalam mengimplementasikan delapan Standar Nasional Pendidikan berbasis prinsip-

prinsip MBS. 

Panduan ini diharapkan dapat didiseminasikan secara luas, tidak hanya kepada para pengambil kebijakan di 

bidang pendidikan, tetapi juga kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan, baik di 

tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, maupun satuan pendidikan, sehingga memberikan dampak yang signifikan 

terhadap peningkatan mutu pendidikan di Indonesia. 

Akhirnya, Panduan ini diharapkan dapat memberikan arah dan panduan yang komprehensif dalam 

implementasi Manajemen Berbasis Sekolah, khususnya dalam penyelenggaraan pembelajaran dan pengelolaan 

pendidikan di sekolah. Dengan demikian, diharapkan terwujud peningkatan mutu pendidikan yang berkelanjutan 

sebagai bagian dari upaya membangun Indonesia yang lebih maju dan berkualitas.  
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LAMPIRAN 

Berikut contoh-contoh format dokumen yang bersifat tentatif, bisa disesuaikan dengan kebutuhan, situasi dan 

kondisi di sekolah masing-masing. 

 

Lampiran 1. Contoh Format Hasil Analisis Berdasarkan Standar 

No Standar 
Capaian Saat 

Ini 
Permasalahan Penyebab 

Rencana Tindak 

Lanjut 

1 Standar Kompetensi Lulusan     

2 Standar Isi     

3 Standar Proses     

4 Standar Penilaian     

5 Standar Pendidik dan Tenaga 

Kependidikan 

    

6 Standar Sarana dan Prasarana     

7 Standar Pengelolaan     

8 Standar Pembiayaan     

 

  



 

49 

Lampiran 2. Contoh Format Dokumen Analisis Kebutuhan Sekolah 

1. Identitas Sekolah 

Komponen Isi 

Nama Sekolah  

Tahun Pelaksanaan  

Tim Penyusun  

 

2. Hasil Analisis Kebutuhan 

No Aspek 
Kondisi 

Saat Ini 

Kondisi yang 

Diharapkan 
Kesenjangan 

Kebutuhan 

Prioritas 

1 Pembelajaran     

2 Guru     

3 Siswa     

4 Sarana 

Prasarana 

    

5 Manajemen 

Sekolah 

    

 

3. Prioritas Kebutuhan Sekolah 

No Kebutuhan Prioritas Alasan Rencana Tindak Lanjut 

1    

2    

3    

 

4. Penetapan Hasil Analisis 

a) Hasil analisis disepakati dalam rapat bersama tim sekolah  

b) Kepala sekolah menetapkan hasil sebagai dasar penyusunan program  

c) Dokumen disimpan dan digunakan sebagai acuan penyusunan RKJM dan RKASP 
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Lampiran 3. Contoh Format Dokumen Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM) 

 

 

HALAMAN AWAL 

1. Sampul 

2. Lembar pengesahan 

3. Kata pengantar 

4. Daftar isi 

BAB I PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang 

2. Dasar Hukum 

3. Tujuan Penyusunan RKJM 

4. Manfaat RKJM 

BAB II PROFIL DAN KONDISI SEKOLAH 

1. Identitas Sekolah 

2. Visi, Misi, dan Tujuan Sekolah 

3. Data Peserta Didik 

4. Data Pendidik dan Tenaga Kependidikan 

5. Kondisi Sarana dan Prasarana 

6. Kondisi Keuangan 

7. Analisis Lingkungan (Internal & Eksternal) 

BAB III ANALISIS KONDISI DAN TANTANGAN 

1. Analisis SWOT Sekolah 

2. Identifikasi Masalah Prioritas 

3. Analisis Kesenjangan Mutu 

4. Penetapan Isu Strategis 

BAB IV RENCANA STRATEGIS SEKOLAH (4 TAHUN) 

1. Sasaran Strategis 

2. Program Prioritas per Bidang Manajemen 

a. Manajemen Kurikulum dan Pembelajaran 

b. Manajemen Pendidik dan Tenaga Kependidikan 

c. Manajemen Kesiswaan 

d. Manajemen Sarana dan Prasarana 

e. Manajemen Keuangan 

f. Manajemen Hubungan Sekolah dan Masyarakat 
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BAB V RENCANA KERJA JANGKA PENDEK (RKJP) 

1. Program Tahunan 

2. Target Kinerja Tahunan 

3. Indikator Keberhasilan 

4. Penanggung Jawab 

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI 

1. Mekanisme Monitoring 

2. Jadwal Evaluasi 

3. Pelaporan 

4. Rencana Tindak Lanjut (RTL) 

 

FORMAT RENCANA KERJA JANGKA MENENGAH (4 TAHUN) 

No Indikator 

Contoh 
Capaian 

Awal 
(2024) 

Contoh 
Capaian 

Akhir 
(2027) 

Tantangan 

Target Capaian Tahun Ke 

1 2 3 4 

         

         

         

         

         

 

FORMAT RENCANA KERJA JANGKA PENDEK (TAHUNAN) 

No Indikator Prioritas 
Identifikasi Akar 

Masalah dari 
Indikator 

Kegiatan Benahi 
Penjelasan 

Implementasi 
Kegiatan 

Pembiayaan 
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Lampiran 4. Contoh Format Dokumen Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan Pendidikan (RKASP) 

 

 

Halaman Awal 

1. Sampul 

2. Lembar Pengesahan (Kepala Sekolah & Komite) 

3. Kata Pengantar 

4. Daftar Isi 

BAB I Pendahuluan 

1. Latar Belakang 

2. Dasar Penyusunan RKASP 

3. Tujuan RKASP 

BAB II Rencana Program dan Kegiatan 

Memuat rincian program tahunan yang bersumber dari RKJM. 

BAB III Rencana Anggaran 

Memuat rincian pembiayaan setiap kegiatan. 

BAB IV Penutup 

 

FORMAT RKASP 

N
o 

Kegiatan 
Benahi 

Kegiatan 
benahi dari 
RKT yang 

membutuhk
an biaya. 

Penjelasan 
Implement

asi 
Kegiatan 
Rincian 
kegiatan 

yang lebih 
spesifik 
sebagai 

turunan dari 
kegiatan 
benahi. 

Kegiatan 
ARKAS 
Padanan 

nama 
kegiatan 

di ARKAS. 

Uraian 
Kegiatan 
ARKAS 
Rincian 

barang/jasa 
yang akan 
dibelanjaka

n untuk 
mendukung 

kegiatan 
dalam 1 
tahun. 

Bulan 
Dianggarkan 

Bulan di 
mana Anda 

akan 
membelanjak

an 
barang/jasa 

yang 
diperlukan. 

Jumlah 
Jumlah 

barang/jas
a yang 
akan 

dibelanjak
an dalam 
1 tahun. 

Satuan 
Satuan 

dari 
jumlah 
yang 
telah 

diisikan 
(misal: 

rim, 
kotak, 
dll). 

Harga 
Satuan 
Harga 

barang/ja
sa untuk 

tiap 
satuan.  

Total 
Jumlah 

barang/ja
sa 

dikalikan 
harga 

satuan. 

1 [CONTOH] 
Peningkata
n 
kompetensi 
guru dalam 
hal literasi 
melalui 
Rumah 
Pendidikan 

[CONTOH] 
Diskusi 
mingguan 
guru terkait 
modul 
literasi di 
Rumah 
Pendidikan 

[CONTOH
] 
Peningkat
an 
kompeten
si guru 
mata 
kelas dan 
mata 
pelajaran 

[CONTOH] 
Honorarium 
Narasumbe
r*) 

[CONTOH] 
Juni 

[CONTOH
] 1 

[CONTO
H] 
Orang/ha
ri 

[CONTO
H] 
1000000 

[CONTO
H] 
1000000 

                    

                    

 

Penjelasan Komponen RKASP: 

a. Bidang 

Mengacu pada 6–8 bidang manajemen sekolah: 

1) Kurikulum 

2) PTK 

3) Kesiswaan 

4) Sarpras 

5) Keuangan 
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6) Humas 

7) dll. 

b. Program 

Program strategis tahunan dari RKJM. 

c. Kegiatan 

Kegiatan operasional dari program. 

d. Volume 

Jumlah kegiatan (misal: 2 kali, 10 unit, 1 paket). 

e. Satuan 

Orang, unit, paket, kegiatan, dll. 

 

f. Biaya Satuan 

Biaya per satuan kegiatan. 

g. Jumlah Biaya 

Volume × Biaya Satuan. 

h. Sumber Dana 

1) BOS 

2) BOP 

3) Komite 

4) Hibah 

5) Dana Mandiri 

6) dll. 

i. Waktu 

Bulan/semester pelaksanaan. 

j. Penanggung Jawab 

Wakasek, Bendahara, Guru, dll. 
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Lampiran 5. Contoh Format Dokumen Penetapan Prioritas Program 

 

1. Identitas Sekolah 

Komponen Isi 

Nama Sekolah  

Tahun  

Tim Penyusun  

 

2. Daftar Permasalahan Sekolah 

No Permasalahan Sumber Data Dampak Tingkat Kepentingan 

1     

2     

 

3. Penetapan Prioritas 

No Permasalahan Prioritas Alasan Program Indikator Keberhasilan 

1     

2     

3     

 

4. Rencana Tindak Lanjut 

No Program Kegiatan Penanggung Jawab Waktu 

1     

2     

 

5. Penetapan 

a) Hasil penetapan prioritas dibahas dalam rapat kerja sekolah  

b) Kepala sekolah menetapkan program prioritas  

 

Dokumen di atas digunakan sebagai dasar penyusunan RKJP dan RKASP 
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Lampiran 6. Contoh Format Dokumen Penyelarasan Program 

 

 

1. Identitas Sekolah 

Komponen Isi 

Nama Sekolah  

Tahun  

Tim Penyusun  

 

2. Analisis Penyelarasan Program 

No 
Kebijakan 

Nasional 
Kondisi Sekolah Kesenjangan Program Penyesuaian 

1     

2     

 

3. Penyesuaian dengan Kebutuhan Lokal 

No Aspek Lokal Kondisi Dampak Program Penyesuaian 

1 Sosial    

2 Budaya    

3 Ekonomi    

 

4. Program Hasil Penyelarasan 

No Program Tujuan Indikator Waktu Penanggung Jawab 

1      

2      

 

5. Penetapan 

a. Program dibahas dalam rapat kerja sekolah  

b. Kepala sekolah menetapkan hasil penyelarasan  

c. Dokumen digunakan sebagai dasar penyusunan RKJP dan RKASP 
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Lampiran 7. Contoh Format Instrumen Monev MBS 

 

1. Petunjuk Pengisian 

Berikan tanda (✓) pada salah satu pilihan jawaban: 

SS = Sangat Setuju (4); S = Setuju (3); TS = Tidak Setuju (2); STS = Sangat Tidak Setuju (1) 

 

2. Butir Instrumen 

Berikut disajikan contoh butir instrumen. Instrumen berikut bersifat tentatif, bisa disesuaikan dengan 

kebutuhan, situasi dan kondisi di sekolah masing-masing. 

 

Tabel Contoh Butir Instrumen Monev Implementasi MBS 
No Pernyataan SS S TS STS 

A Kemandirian Sekolah 

1 Sekolah menyusun visi dan misi secara mandiri     

2 Program kerja sekolah dirancang sesuai kebutuhan sekolah     

3 Sekolah mampu mengelola dana secara mandiri     

4 Pengambilan keputusan dilakukan oleh pihak sekolah tanpa ketergantungan 

penuh pada pusat 

    

B Partisipasi Masyarakat 

5 Orang tua siswa aktif terlibat dalam kegiatan sekolah     

6 Komite sekolah berperan dalam pengambilan keputusan     

7 Sekolah menjalin kerja sama dengan masyarakat sekitar     

8 Masyarakat memberikan dukungan terhadap program sekolah     

C Transparansi dan Akuntabilitas 

9 Sekolah menyampaikan laporan keuangan secara terbuka     

10 Informasi program sekolah mudah diakses     

11 Pengelolaan dana dapat dipertanggungjawabkan     

12 Sekolah terbuka terhadap masukan dari masyarakat     

D Kepemimpinan Kepala Sekolah 

13 Kepala sekolah mampu memimpin dengan baik     

14 Kepala sekolah melibatkan guru dalam pengambilan keputusan     

15 Kepala sekolah mampu memotivasi guru dan staf     

16 Kepala sekolah memiliki kemampuan manajerial yang baik     

E Mutu Pembelajaran 

17 Proses pembelajaran berjalan efektif     

18 Guru menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi     

19 Prestasi siswa mengalami peningkatan     

20 Evaluasi pembelajaran dilakukan secara rutin     

F Iklim Sekolah 

21 Lingkungan sekolah aman dan nyaman     

22 Hubungan antar warga sekolah harmonis     

23 Disiplin sekolah diterapkan dengan baik     

24 Sekolah menciptakan suasana belajar yang menyenangkan     

G Efektifitas dan Efisiensi 

25 Program sekolah berjalan sesuai rencana     

26 Penggunaan anggaran tepat sasaran     

27 Sumber daya dimanfaatkan secara optimal     

28 Tidak terjadi pemborosan dalam pengelolaan sekolah     

H Monev dan Perbaikan Berkelanjutan (Continious Improvement) 
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No Pernyataan SS S TS STS 

29 Sekolah melakukan evaluasi secara rutin     

30 Hasil evaluasi digunakan untuk perbaikan program     

31 Sekolah memiliki rencana tindak lanjut     

32 Perbaikan dilakukan secara berkelanjutan     

 

3. Skoring dan Interpretasi 

Skor: SS = 4; S = 3; TS = 2; STS = 1 

Cara Menghitung: 

Skor maksimal = 32 × 4 = 128 

Skor minimal = 32 × 1 = 32 

 

4. Rentang Skor dan Kategori 

Tabel Rentang Skor dan Kategori Monev Implementasi MBS 

Rentang Skor Kategori 

105 – 128 Sangat Baik 

81 – 104 Baik 

57 – 80 Cukup 

32 – 56 Kurang 

 

5. Responden: Guru, Kepala Sekolah, Tenaga Kependidikan, Komite Sekolah. 
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